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Tidak terasa Buletin Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah 
memasuki Edisi 6 di Tahun 2021. Tim Redaksi Buletin Konstruksi Ditjen Bina 
Konstruksi selalu berkomitmen untuk memberikan informasi-informasi 

terkini seputar industri jasa konstruksi Indonesia. Seperti peran jabatan fungsional 
jasa konstruksi dalam mendukung era baru jasa konstruksi. 

Sebagai informasi bahwa saat ini jumlah pejabat fungsional Pembina Jasa Kons           truk-
  si dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang terdata di Subdirektorat 
Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi adalah sebanyak 25 (dua 
puluh lima) orang yang tersebar di 5 (lima) provinsi dan 10 (sepuluh) kabupaten/
kota dan masih akan terus bertambah seiring dengan masih berjalannya proses 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Simak juga informasi seputar Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) yang diba    -
 has dalam edisi 6 2021 ini, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian 
Perindustrian untuk ketersediaan TKDN jasa konstruksi. Melalui website P3DN, 
dapat mengakses semua informasi mengenai barang/ produk dalam negeri yang 
telah mendapatkan sertifikat atau tanda sah dari Kementerian Perindustrian yang 
di dalamnya tertera nilai TKDN dari barang/ produk. 

Serta informasi seputar penyusunan Konsep Rancangan SE Standar Susunan 
Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan melalui penyedia jasa 
perancangan konstruksi masih dalam tahap pembahasan yang sudah dilakukan 
mulai tahun 2020 dengan unor untuk meminimalisir resistensi di lapangan 
setelah aturan ini diberlakukan. Dengan adanya standarisasi terkait struktur 
organisasi, persyaratan pendidikan dan kualifikasi keahlian (SKA), dan persyaratan 
pengalaman akan memudahkan dan menjadi acuan bagi : (1) Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) dalam menentukan kebutuhan tenaga ahli untuk perancangan 
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa perancangan konstruksi 
di Kementerian PUPR; (2) Tim Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan 
Barang/Jasa Kementerian PUPR dalam mereview penetapan spesifikasi tenaga 
ahli dan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan perancangan konstruksi di lingkungan 
Kementerian PUPR; (3) Penyedia jasa dalam menyediakan tenaga ahli sesuai 
dengan ketentuan yang dipersyaratkan; (4) Tim pemeriksa baik internal maupun 
eksternal dalam melakukan audit terhadap pekerjaan perancangan konstruksi di 
lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam rubrik liputan khusus, Tim redaksi menyajikan artikel tentang Kementerian 
PUPR yang menyiapkan tempat Isolasi Mandiri Pegawai Kementerian PUPR di 
Citeureup Bogor. Selain itu juga, dalam upaya memanfaatkan teknologi digital 
Kementerian PUPR tengah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa digital 
melalui Bela Pengadaan, pembayaran digital melalui Digipay, dan metode FIFO. 

Semoga inovasi-inovasi yang saat ini tengah dikembangkan dapat terus mem -
berikan kemudahan bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pe   ngadaan 
barang/jasa yang kian efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Demi mewujudkan 
industri konstruksi yang aman, nyaman, dan tepat sasaran. SIGAP MEMBANGUN 
NEGERI...!!!

Jabatan Fungsional Jasa 
KonstruKsi MenduKung 
era baru Jasa KonstruKsi
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Gelombang Perpindahan ke 
Jabatan Fungsional Pembina Jasa 

Konstruksi Sebagai Konsekuensi dari 
Penyederhanaan Birokrasi

Oleh : Teni Agustina Rahyadi
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya di depan Sidang Paripurna MPR 
pada tanggal 20 Oktober 2019 mencanangkan 5 (lima) agenda prioritas yang akan 

dilaksanakan pada masa kepemimpinannya selama 5 (tahun) ke depan, salah satunya 
terkait penyederhanaan birokrasi pemerintahan. 

Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan 
da   pat mewujudkan efektivitas dan efiensi kinerja, me -
ningkatkan profesionalitas ASN, adanya fokus pada 
pekerjaan fungsional yang menghargai keahlian dan 
kompetensi, serta terwujudnya birokrasi yang dinamis 
guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi tahap 
per  tama telah dilaksanakan di instansi pemerintah 
pusat termasuk Kementerian PUPR pada tahun 2020 
lalu yang mengakibatkan dihapusnya sebagian besar 
jabatan administrasi eselon 3 dan eselon 4. Hal ini me -
ngubah kom          posisi jenis pegawai dan meningkatkan 
peran jabatan fungsional sebagai motor penggerak 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Bagaimana 
dengan penyederhanaan birokrasi di ling  kungan pe  -
me    rintah daerah? Kementerian Dalam Negeri telah 
me    nerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Nomor 130/1970/OTDA tentang Pe   nye  der  -
hanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Ling  -
kungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai 
dasar hukum dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. 
Terdapat 2 (dua) kriteria penyederhanaan birokrasi yak   ni 
untuk jabatan administrasi yang disederhanakan dan 
jabatan administrasi yang diper  ta  hankan sebagaimana 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 
Kriteria Penyederhanaan Birokrasi

Jabatan Administrasi Yang Disederhanakan Jabatan Administrasi Yang Dipertahankan

Analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan Kewenangan otorisasi bersifat atributif

Pelayanan teknis fungsional Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan

Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Satuan kerja pelaksana teknis mandiri

Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional Unit kerja pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan

(Sumber: SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 130/1970/OTDA tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota).
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Wewenang pembinaan jasa kons -
truksi di daerah melalui pemerintah 
daerah sub urusan jasa konstruksi 
sebagaimana diamanatkan dalam 
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi dan diubah melalui UU 
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja terbagi ke dalam 2 (dua) level 
yakni pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota seperti digambarkan 
di bawah ini:

Pelaksanaan kewenangan peme  rin -
 tah daerah ini dilaksanakan oleh OPD 
jasa konstruksi yang berada di dinas 
provinsi/kabupaten/kota. Dari 34 
(ti   ga puluh empat) provinsi dan 514 
(lima ratus empat belas) kabupaten/
kota yang berada di Indonesia, telah 
terdapat 32 (tiga puluh dua) provinsi 
dan 315 (tiga ratus lima belas) ka  -
bupaten/kota yang memiliki OPD 
jasa konstruksi baik setara unit eselon 

3, eselon 4 maupun non struktural.    
Para ASN yang bertugas di OPD inilah 
yang nantinya akan disetarakan ja  ba -
tannya menjadi pejabat fung   sional 
Pembina Jasa Konstruksi.

Saat ini jumlah pejabat fungsional 
Pembina Jasa Konstruksi dari pe  me -
rintah daerah provinsi/ka  bu   paten/
kota yang terdata di Subdirektorat 
Pe   ngelolaan Jabatan Fungsional 

Gambar 1. 
Wewenang Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah

(Sumber: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Kewenangan 
Pemerintah 

Daerah Provinsi

•	 penyelenggaraan	pelatihan	tenaga	
ahli konstruksi

•	 penyelenggaraan	sistem	informasi	
Jasa Konstruksi cakupan daerah 
provinsi

•	 penyelenggaraan	pelatihan	tenaga	terampil	
konstruksi

•	 penyelenggaraan	sistem	informasi	Jasa	Konstruksi	
cakupan daerah kabupaten/ kota

•	 penerbitan	izin	usaha	nasional	kualifikasi	kecil,	
menengah, dan besar

•	 pengawasan	tertib	usaha,	tertib	penyelenggaraan,	
dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi

Kewenangan 
Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Kota
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Bi           dang Jasa Konstruksi adalah se   -
banyak 25 (dua puluh lima) orang 
yang tersebar di 5 (lima) provinsi 
dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota 
dan masih akan terus bertambah 
seiring dengan masih berjalannya 
proses penyederhanaan birokrasi 
di lingkungan pemerintah daerah. 
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 
38 Tahun 2013 menentukan bahwa 
diperlukan 2 (dua) sampai dengan 10 
(sepuluh) orang pejabat fungsional 
Pembina Jasa Konstruksi di masing-
masing provinsi dan 1 (satu) sampai 
dengan  (5) orang  Pembina Jasa 
Kons   truksi di masing-masing kabu -
paten/kota. Apabila setiap provinsi 
akan memiliki 2 (dua) orang Pem  -
bina Jasa Konstruksi dan setiap 
kabupaten/kota akan memiliki 1 (sa -
tu) orang Pembina Jasa Konstruksi, 
maka pada tahun 2022 diproyeksikan 
jumlah pejabat fungsional Pembina 
Jasa Konstruksi akan bertambah 582 
(lima ratus delapan puluh dua) orang 
bahkan bisa menjadi lebih banyak 
lagi.

Hal ini perlu diimbangi dengan pe  -
ningkatan lingkup dan metode 
pem             binaan terhadap para Pembina 
Jasa Konstruksi di daerah, terutama 
terkait dengan pengembangan karir 

individu pegawai yang bersangkut      an. 
Direktorat Kelembagaan dan Sum -
ber Daya Konstruksi sebagai instansi 
pem    bina jabatan fungsional Pembi                                  na 
Ja    sa Konstruksi, melalui Subdirekto -
 rat Pengelolaan Jabatan Fungsional 
Bi    dang Jasa Konstruksi telah mela  -
ku   kan beberapa kegiatan dalam 
upa    ya meningkatkan pembinaan 
ter    hadap para Pembina Jasa Kons -
truksi maupun calon Pembina Jasa 
Konstruksi di daerah, diantaranya 
dengan melaksanakan promosi ter -
kait jabatan fungsional Pembina 
Jasa Konstruksi yang termasuk ke 
dalam rangkaian promosi peraturan 
turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di beberapa pro -
vinsi/kabupaten/kota. 

Untuk pembinaan jangka panjang, 
telah dilakukan upaya perbaikan 
terhadap pengaturan terkait Pem -
bina Jasa Konstruksi yakni dengan 
menambahkan uraian kegiatan yang 
dapat diklaim angka kreditnya untuk 
para Pembina Jasa Konstruksi yang 
memiliki lingkup tugas yang terbatas 
sehingga tetap dapat mengumpul -
 kan angka kredit untuk penilaian 
kinerja pejabat fungsional. Hal lain 
yang cukup penting adalah penilaian 
angka kredit para Pembina Jasa 

Konstruksi yang selama ini dilaku     kan 
oleh Tim Penilai yang berkedudukan 
di Direktorat Kelembagaan dan 
Sum     ber Daya Konstruksi, untuk 
me   ng     antisipasi tsunami Pembina 
Jasa Konstruksi yang berasal dari 
daerah maka pada pengaturan yang 
akan datang dilakukan pembagian 
wewenang penilaian angka kredit 
dengan melibatkan unsur dari Balai 
Jasa Konstruksi yang melaksanakan 
pemberdayaan di bidang pembinaan 
jasa konstruksi di daerah.

Penyederhanaan birokrasi yang di  -
lak      sanakan di lingkungan pemerin-
 tah daerah ini akan dapat me ng    -
optimalkan pembinaan jasa kontruksi 
di daerah mengingat nan   tinya pe  -
laksanaan tugas tersebut akan 
dilaksanakan oleh pejabat fung   -
sional yang memiliki kompetensi 
dan keahlian yang sesuai dengan 
bi   dangnya. Namun di sisi lain, pem  -
binaan terhadap para pejabat fung  -
sional ini perlu dilakukan dengan 
maksimal, terutama melalui pening -
katan kompetensi dan pengetahuan 
pelaksanaan tugasnya sebagai Pem   -
bina Jasa Konstruksi, sehingga ge   -
lombang ini dapat diantisipasi dan 
tidak akan bersifat merusak di ke  -
mudian hari.
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STANDAR SUSUNAN TENAGA AHLI 
LAYANAN USAHA JASA KONSULTANSI 
PERANCANGAN MELALUI PENYEDIA 
JASA PERANCANGAN KONSTRUKSI
Oleh : Darti Tresnawati, SE, MT 
Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 
Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten 
merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan konstruksi. 

Pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangi 
pula dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk 
mengaplikasikan berbagai teknologi mutakhir yang ada 
termasuk di dalamnya bagaimana menjalankan fungsi 
organisasi agar tujuan utama organisasi dapat tercapai.

Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam 
Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu terhadap 35 
paket supervisi pembangunan bendungan pada satuan 
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
di temukan ketidaksesuaian kualifikasi tenaga ahli terkait 
pendidikan, SKA, dan pengalaman. Ketidaksesuaian ter-
sebut ditemukan pada 257 tenaga ahli berdasarkan 
hasil pemeriksaan terhadap 699 Tenaga Ahli. Temuan ini 
menandakan belum adanya aturan baku terkait susunan 
kebutuhan tenaga ahli pada penyedia jasa konsultansi 
konstruksi.

Analisa
Belum adanya aturan baku terkait susunan kebutuhan 
tenaga ahli pada penyedia jasa konsultansi konstruksi 
mengakibatkan ketidakseragaman pada pada jenis pe  -
kerjaan perancangan konstruksi yang sama. Akibatnya, 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan 

kebutuhan tenaga ahli tidak memiliki acuan baku karena 
kegiatan yang dilakukan mengikuti pada kebiasaan yang 
dilakukan pada pekerjaan – pekerjaan sebelumnya. 
Padahal kegiatan perancangan konstruksi sangat erat 
kaitannya dalam menghasilkan paling sedikit meliputi 
perhitungan, desain, spesifikasi teknis, daftar kuantitas 
atau daftar keluaran, perkiraan biaya, metode pelaksana-
  an, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, kebutuh-
  an sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya, 
metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, 
rencana penjaminan mutu Pekerjaan Konstruksi, renca        na 
ke  se lamatan konstruksi, dan lokasi lahan sehingga men -
desak dibuat pengaturan terkait susunan kebutuhan te  -
naga ahli layanan usaha jasa konsultansi konstruksi.

Standarisasi terkait susunan kebutuhan tenaga ahli laya-
 nan usaha jasa konsultansi konstruksi hanya digunakan 
untuk kegiatan perancangan pada pekerjaan konstruksi 
bersumber dari dana APBN. Adanya standarisasi ini, 
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diharapkan dapat memudahkan 
dan menjadi acuan bagi : (1) Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) dalam 
menentukan kebutuhan tenaga 
ahli untuk perancangan pekerjaan 
konstruksi yang dilakukan oleh 
penyedia jasa perancangan kons-
truksi di Kementerian PUPR; (2) 
Tim Pelaksana pada Unit Pelaksana 
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Ke  -
menterian PUPR dalam mereview 
pe     netapan spesifikasi tenaga ahli 
dan Kerangka Acuan Kerja pe  ker -
jaan perancangan konstruksi di 
lingkungan Kementerian PUPR; (3) 
Penyedia jasa dalam menyediakan 
tenaga ahli sesuai dengan ketentuan 
yang dipersyaratkan; (4) Tim pe  -
meriksa baik internal maupun eks -
ternal dalam melakukan audit ter -
hadap pekerjaan perancangan 
kons       truksi di lingkungan Kemen-
terian PUPR. 

Lingkup pekerjaan konstruksi yang 
melibatkan penyedia jasa pe   ran -
cangan konstruksi di ling  kungan Ke -
menterian Pekerjaan Umum dan Pe  -
rumahan Rakyat meliputi : (1) Bi   dang 
Sumber Daya Air yang terdiri dari 

bendungan, daerah irigasi, sungai 
& pantai, air tanah, air baku; (2) Bina 
Marga terdiri dari jalan dan jembat  an; 
(3) Cipta Karya yang terdiri dari sistem 
penyediaan air minum, Tempat Pe m -
rosesan Akhir (TPA) sampah, Tem  -
pat Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST), Drainase Lingkungan, Sistem 
Pengelolaan Air Limbah Domestik  
(SPALD), Bangunan Gedung dan 
PSPPOP, Ruang Terbuka Publik , Jalan 
Permukiman, Prasarana Permukiman; 
(4) Penyediaan perumahan terdiri 
dari rumah susun dan rumah khusus.

Rekomendasi Kebijakan
Beberapa hal yang perlu distandari -
sa    si terkait ketidakseragaman pada 
pada jenis pekerjaan perancangan 
konstruksi meliputi : (1) Struktur 
Organisasi Tenaga Ahli Perancangan 
pada Penyedia Jasa Perancangan 
Konstruksi; (2) Standar Persyaratan 
Pendidikan dan kualifikasi keahlian 
(SKA); (3) Standar Pengalaman 
Kerja, dan Keahlian Tenaga Ahli Pe  -
rancangan sesuai lingkup peker-
jaan konstruksi di masing-masing 
unit organisasi; dan (4) Pelaksanaan 
kontrak konstruksi terhadap peker -

jaan yang sudah berjalan. Berikut 
uraian pada masing-masing reko -
mendasi kebijakan:
1. Struktur Organisasi Tenaga Ahli 

Perancangan pada Penyedia Jasa 
Perancangan Konstruksi;

 Struktur organisasi tenaga ahli 
perancangan konstruksi melalui 
penyedia jasa perancangan kons -
truksi merupakan per  syaratan 
maksimum.

2. Standar Persyaratan Pendidikan 
dan kualifikasi keahlian (SKA); 

 Persyaratan Pendidikan dan kua -
lifikasi keahlian (SKA) tenaga 
ahli perancangan konstruksi me -
rupakan persyaratan minimum.

3. Standar Pengalaman Kerja, dan 
Keahlian Tenaga Ahli Pe  ran  cang  -
  an sesuai lingkup pe   ker  jaan 
kons   truksi di masing-masing unit 
organisasi; 
- Persyaratan pengalaman 

te    naga ahli perancangan 
kons  truksi merupakan per -
syaratan yang harus dipenuhi 
sesuai kriteria range/
interval;

- Pengalaman kerja yang di  -
maksud adalah penga  lam-
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  an sesuai dengan jenis pe  -
kerjaan yang ditenderkan 
(bu   kan berdasarkan jabatan 
yang ditawarkan)

4. Pelaksanaan kontrak konstruksi 
terhadap pekerjaan yang sudah 
berjalan;

 Kondisi yang perlu diwaspadai 
atau yang mungkin terjadi ada -
lah satu keadaan dimana kon   trak 
pekerjaan perancangan su    dah 
ma  suk masa kontrak, kon       trak 
su     dah ditandatangani (di    setujui), 

 pengaturan terkait pe     rancangan 
terbit yang me ng    aki     batkan ada-
nya ketidak   se    suai an KAK dengan 
pe    nga tu  r  an terkait perancangan 
ter        sebut. Hal ini harus diwa -
dahi dengan memasukkan atu         -
ran dalam peralihan yang me  -
muat ketentuan: (1) cut off 
pe            laksanaan kegiatan dilakukan 
pada saat pemilihan dan se -
belum tandatangan kontrak; (2) 

Jika terdapat susunan tenaga 
ahli melebihi persyaratan mak -
simal dan/atau persyaratan 
pen didikan, pengalaman, dan 
kualifikasi keahlian tenaga ahli 
perancangan konstruksi kurang 
dari persyaratan minimal, ma    ka 
harus mendapatkan per   setujuan 
Pejabat Tinggi Madya dari ma  -
sing-masing unit organisasi ter-
kait; (3) Jika ter     dapat lingkup 
pekerjaan kons    truksi yang me -
libatkan pe      nyedia jasa peran-
cangan kons    truksi yang tidak 
di atur dalam rancangan penga-
turan ini, termasuk bangunan 
khu   sus seperti bangunan dengan 
ting    kat kerahasiaan tinggi untuk 
kepentingan nasional, bangunan 
dengan resiko bahaya tinggi, 
bangunan cagar budaya, dan 
ba ngunan dengan persyaratan 
khusus lainnya, maka dapat me -
ngacu pada standar/pedoman 

lain dengan mengedepankan 
prinsip efektivitas dan efisiensi; 
(4) Pengadaan Jasa Konsultansi 
Perancangan yang telah dila-
kukan sampai dengan tahap 
pe  laksanaan pemilihan tetap 
di             lak   sanakan sesuai dengan ke       -
tentuan dalam dokumen pe       -
mi         lihan; (5) Kontrak Jasa Kon-
sultansi Perancangan yang 
di                   tan        datangani sebelum ber    la     ku -
 nya ketentuan ini, tetap berlaku 
sam      pai dengan ber akhirnya Kon -
trak tersebut.

Dengan terbitnya peraturan ini di -
harapkan pelaksanaan pekerjaan 
pe             rancangan menjadi standar untuk 
jenis pekerjaan yang sama sehing  ga 
tidak terjadi lagi pelaksanaan pe -
kerjaan perancangan konstruksi 
dengan persyaratan yang terlalu 
ting gi tanpa didukung oleh ke  ter  se -
dia    an tenaga ahli yang sesuai.
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PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 
ALTERNATIF SOLUSI DI MASA PANDEMI
Oleh : Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, 
Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Siang itu, beberapa 
orang sedang membawa 
setumpuk berkas 
yang sangat banyak 
sehingga harus diangkut 
menggunakan trolly.

MereKa hilir mudik keluar masuk gedung Kementerian 
PUPR. Jika dilihat dari tanda pengenal yang digunakan, 
mereka bukanlah pegawai Kementerian PUPR, tetapi 
rombongan dari konsultan atau kontraktor yang sedang 
mengikuti proses tender/lelang. Begitu banyak dokumen 
yang dibawa, sehingga ketika kita berpapasan dengan 
rombongan ini di lift, maka kita akan lebih memilih 
menghindar, karena tidak ada ruang kosong bagi kita 
untuk berdiri di lift, semuanya penuh dokumen. 

Pemandangan ini sudah tidak asing lagi, terutama 
jelang musim tender, di awal tahun anggaran, pada era 
90-an sampai dengan awal tahun 2000. Proses tender 
dilaksanakan secara langsung antara pengguna jasa 
dengan penyedia jasa, dimana para pihak ini akan 
bertatap muka dalam beberapa kali pertemuan untuk 
proses tender. Karena itu, sudah menjadi rahasia umum, 
bila proses tender kala itu cukup membuat pusing 
dengan setumpuk dokumen yang harus disiapkan oleh 
penyedia jasa. Belum lagi dokumen-dokumen tersebut 
harus dikumpulkan, diperiksa dan dikonsultasikan de  -

ngan pengguna jasa, sehingga ada yang harus direvisi, di  -
ganti dan seterusnya. Ribet, tidak efektif dan tidak efisien, 
begitulah gambaran singkatnya kondisi saat itu. Hal 
inilah yang kemudian berpotensi memunculkan tindakan 
penyimpangan pada proses Pengadaan Barang/Jasa 
(PBJ), baik yang sifatnya administratif maupun sampai 
pada penyimpangan yang mengarah kepada tindak 
pidana korupsi. Stigma negatif kemudian muncul dari 
benak publik, bahwa PBJ tidak lagi akuntabel. 

Pemerintah membuat terobosan, dengan kebijakan pe  -
ngadaan secara elektronik pada tahun 2003 melalui 
Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan e-government. Inpres ini me  -
rupakan bagian dari program stabilitas ekonomi makro, 
yang mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan 
dan mengimplementasikan e-procurement. Pada tahun 
2003 pula, diterbitkan Keputusan Presiden No 80 tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, yang dikemudian hari peraturan ini me -
ngalami beberapa kali perubahan, hingga hari ini kita 
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mengenalnya dengan Perpres No 
12 Tahun 2021. Ini adalah peraturan 
kunci dan rujukan utama dalam pe  -
laksanaan PBJ Pemerintah.

Perbaikan sistem pengadaan ba  -
rang/jasa semakin mendapat tem  -
pat dalam tata kelola pemerintahan, 
sejalan dengan komitmen peme  -
rintah untuk memberantas ko rup   si. 
Diterbitkannya Inpres No. 5 ta        hun 
2004 tentang Percepatan Pem        be -
rantasan Korupsi, yang an   ta    ra lain 
berisi instruksi kepada Ke   men  te   -
rian Koordinator Per   ekonomi     an, Ke   -
menterian Keuangan dan Bap penas 
untuk melakukan ka  jian dan uji coba 
pelaksanaan e-procurement, sebuah 
sistem yang nantinya bisa digunakan 
oleh seluruh instansi pemerintah. 
Namun baru pada tahun 2006, 
Bappenas mengembangkan Laya -
 nan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE). Tujuan dari LPSE adalah: (1) 
Me     ningkatkan transparansi dan 
akun          tabilitas; (2) Meningkatkan ak           ses 
pasar dan persaingan usaha yang 
sehat; (3) Memperbaiki tingkat efi   -
siensi proses pengadaan; (4) Men -
dukung proses monitoring dan audit; 
dan (5) Memenuhi kebutuhan akses 
informasi yang real time.

Pada tahun 2007, pelelangan secara 

elektronik pertama dilakukan me   -
lalui LPSE oleh Bappenas dan Ke   -
menterian Pendidikan Nasional, ke   -
mudian disusul Pemerintah Kota 
Surabaya, Kementerian PUPR dan 
Kementerian Kominfo tercatat se   -
bagai instansi pemerintah pertama 
yang menyelenggarakan PBJ secara 
elektronik. Selanjutnya secara ber  -
tahap, banyak Kementerian/Lem     ba-
  ga/Pemda yang kemudian me    ne  -
rapkan LPSE hingga hari ini. 

Ketika kebijakan PBJ secara elek   tro  -
 nik mulai digulirkan, belum semua 
K e m e n te r i a n / Le m b a g a / Pe m d a 
menerapkannya atau kalaupun me  -
reka menerapkan hanya sebagian, 
dan terkesan setengah-setengah. 
PBJ secara elektronik, bukan hanya 
me   ngubah proses bisnis tender, 
tetapi juga mendorong perubahan 
mindset, perilaku dan budaya dari 
insan-insan yang terlibat dalam ten  -
der. Hal ini tentunya tidak se    mudah 
membalikkan tangan, me          ngingat 
ba        nyak oknum yang “mendulang 
untung” dari PBJ merasa terusik 
dengan kebijakan PBJ secara elek -
tronik ini. Dengan keberadaan PBJ 
secara elektronik, publik berharap 
agar PBJ harus lebih mudah, lebih 
cepat, lebih transparan. 

Keberadaan PBJ secara elektronik 
kembali menemukan maknanya 
dan urgensinya, ketika dunia di lan-
  da Pandemi COvID-19. Pandemi 
mem        berikan dampak yang sangat 
luar biasa, bukan hanya pada aspek 
ke sehatan, melainkan juga pada 
aspek sosial, budaya, dan tentunya 
ekonomi. Pertumbuhan eko   no  mi 
Indonesia anjlok, dari rata-rata 5% 
dalam kurun waktu 2016-2019, 
men jadi 2,97% di kuartal I tahun 
2020, bahkan mencapai titik teren -
 dah -5,32% di kuartal II tahun 
2020. Sehubungan dengan pem -
berlakuan masa new normal dan pe  -
nerapan PSBB atau PPKM, dimana 
ke giatan ekonomi masyarakat dapat 
di hidupkan kembali dengan syarat 
penerapan protokol kesehatan 
yang ketat, maka pertumbuhan 
eko            nomi mulai merangkak naik. 
Pada situasi seperti ini, maka PBJ 
secara elektronik memainkan peran 
yang sangat penting untuk men -
dukung keberlangsungan kegiatan 
pemba        ngunan dan perekonomian 
ma    sya     rakat serta memastikan 
pe nye          lenggaraan jasa konstruksi 
tetap terlaksana dengan aman, 
efektif, dan efisien. Dengan adanya 
e-procurement, maka para pelaku 
ten        der telah dibiasakan jauh-jauh 

Gambar 1. 
Tujuan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik
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hari dengan pembatasan per temuan 
tatap muka langsung atau per  kum -
pulan.

Kementerian PUPR sendiri mener -
bitkan SE No 18 Tahun 2020 ten -
tang pelaksananaan Tatanan dan 
Adaptasi Kebiasaan Baru (New 
Normal) dalam Penyelenggaraan 
Ja   sa Konstruksi. Surat edaran ini me    -
li    puti protokol umum, protokol pe -
milihan penyedia jasa, protokol pe  -
laksanaan pekerjaan, dan proto kol 
pe   nyesuaian kontrak. Protokol dalam 
pe   laksanaan pengadaan barang/jasa 

kons truksi terdiri atas: (1) Mekanisme 
Penyampaian Jaminan Penawaran; (2) 
Mekanisme Kehadiran Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Bagi Tim 
Pokja Pemilihan; (3) Mekanisme Pe  -
lak sanaan Pembuktian Kualifikasi; (4) 
Mekanisme Pelaksanaan Kla  ri  fikasi, 
Negosiasi, dan Evaluasi Ke   wajaran 
Harga; (5) Mekanisme Pen  damping -
  an yang Dilaksanakan Se                     cara Online
(6) Mekanisme Pe    nyam    paian Ja mi   -
 nan Sanggah Ban  ding; (7) Me    ka -
nisme Rapat Per     siap       an Pe      nunjuk-
  an Penyedia; (8) Mekanis     me Ra  pat 
Persiapan Penandatanganan Kon   -

trak; dan (9) Mekanisme Pe   nan  da   -
tanganan Kontrak. Sema  ngat dari SE 
ini adalah bahwa berbagai ta   hapan 
PBJ sebagaimana dirinci di atas dapat 
dilakukan secara daring atau online.

Semoga dengan kebijakan PBJ secara 
elektronik ini dapat mencapai prinsip 
PBJ  yang dicita-citakan sebagaimana 
amanat Perpres 16 tahun 2018 se  -
bagaimana yang telah diubah da    lam 
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ten -
tang pengadaan barang/jasa pe      me -
rintah yaitu efisien, transparan, dan 
akuntabilitas.

BERITA
UTAMA
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Gambar 1. 
Halaman Muka Website P3DN
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Mengenal Lebih Dekat Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang

Apa itu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)? Meskipun program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bukan kebijakan yang terbilang baru bagi 

Indonesia, namun dapat dikatakan belum banyak yang mengenal apalagi memahami 
kebijakan ini lebih dalam.

berdasarKan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pasal 56, TKDN 
merupakan salah satu lingkup pengaturan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Jika menilik 
sejarah kebijakan P3DN, kebijakan ini sudah mulai 
dicanangkan sejak tahun 1983 dengan adanya Menteri 
Muda Urusan P3DN dan digelarnya Pameran Produk 
Indonesia (PPI) pertama kali pada tahun 1984 berdasarkan 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1984. 

Selanjutnya, pada tahun 2009 diterbitkan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peng-
gunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Melalui Inpres tersebut, Presiden 
menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar 
memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi 
dalam negeri (PDN) sesuai dengan kewenangannya. 

Hingga saat ini pun, pengaturan terkait produk dalam 
negeri tetap diatur di dalam pengaturan terkait pe -
ngadaan barang/jasa Pemerintah bahkan mulai dari 
masa perencanaan, dimana hal ini ditegaskan di dalam 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (3a) 
disebutkan “Kewajiban penggunaan produk dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada 
tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, 
atau Pemilihan Penyedia.”

Kembali ke pokok pembahasan, apa itu TKDN? Di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri, Pasal 1, disebutkan bahwa 
Ting kat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya 
di sebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri 

Oleh : Ir. Nicodemus Daud, M.Si.  
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Rezza Munawir, ST, MT, MMG  
JFT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
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pada Barang, Jasa, serta gabungan 
Barang dan Jasa. Lalu, bagaimana 
caranya mengetahui nilai TKDN ba   -
rang, jasa, serta gabungan Barang 
dan Jasa tersebut? Pada kesempat       -
  an ini, penulis akan khusus menjelas  -
 kan bagaimana cara mengetahui ni   lai 
TKDN barang. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Pemberdayaan Industri, 
Pa         sal 61 ayat (4), nilai TKDN dan BMP 
(Bobot Manfaat Perusahaan) me   -
nga     cu pada daftar inventarisasi Ba -
rang/Jasa produksi dalam negeri 
yang diterbitkan oleh Kementerian 
Per   industrian, yaitu website tkdn.
kemenperin.go.id. 

Dari website P3DN, kita bisa me -
ngakses semua informasi me  ngenai 
barang/ produk dalam negeri 
yang telah mendapatkan sertifikat 
atau tanda sah dari Kementerian 
Perindustrian yang di dalamnya ter-
tera nilai TKDN dari barang/ pro -
duk. Barang/ produk yang wajib 
digunakan adalah barang/ produk 
dengan nilai TKDN dan BMP paling 
sedikit 40%, dengan nilai TKDN paling 
sedikit 25%, sebagaimana telah di -
atur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pem    berdayaan Industri, Pasal 61 
ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam 

pengadaan Barang/Jasa, pengguna 
Produk Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 wajib meng  -
gunakan Produk Dalam Negeri apabila 
terdapat Produk Dalam Ne  geri yang 
memiliki penjumlahan nilai TKDN 
dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan 
minimal 40% (empat puluh persen), 
dan ayat (2) Produk Dalam Negeri 
yang wajib digunakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
nilai TKDN paling sedikit 25% (dua 
puluh lima persen).” 

Sebagaimana tampilan pada Gambar 
2, kita dapat mencari nilai dari pro -

BERITA
UTAMA

Gambar 2. 
Tampilan Pencarian Nilai TKDN berdasarkan Kategori
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duk berdasarkan kategori pro  duk, 
perusahaan, dan nomor sertifikat 
TKDN. Sebagai contoh, penulis men -
cari ketersediaan produk dalam ne -
geri dari pompa submersible, maka 
akan muncul daftar inventarisasi 
nama perusahaan, jenis barang/ 
produk, dan nomor sertifikat TKDN 
dan BMP sebagaimana tangkapan 
layer pada Gambar 3 dibawah ini. 

Selanjutnya, dari tampilan daftar 
inventarisasi sebagaimana Gambar 
3, untuk mendapatkan informasi be  -
rapa persentase nilai TKDN barang/ 
produk sesuai sertifikat/ tanda sah 
yang diterbitkan Kementerian Per -
industrian, dapat menekan tau  tan 
No. Sertifikat TKDN: 1011/SJ-IND.8/
TKDN/10/2020 (sebagai con -
toh, tulisan berwarna merah), se   -

hingga terlihat bahwa nilai TKDN 
barang/ produk tersebut bernilai 
>25%. Sedangkan, nilai BMP dapat 
mengakses tautan No. Sertifikat BMP: 
19/SJ-IND.8/BMP/XI/2020 (sebagai 
con      toh, tulisan berwarna biru), se  -
hingga didapatkan informasi total 
nilai BMP sebesar 15%. Dari contoh 
ini, dapat didapatkan informasi 
bahwa penjumlahan nilai TKDN dan 
BMP dari barang/ produk pompa 
submersible tersebut adalah >25% 
+ 15% = >40%, yang artinya produk 
pompa ini wajib digunakan karena 
memenuhi nilai minimum 40% se  -
bagaimana ditetapkan dalam Per -
aturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Pada dasarnya, dengan tersedianya 
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa 
Produksi Dalam Negeri – P3DN 
dengan alamat http://tkdn.
kemenperin.go.id/, menjadikan 
pen    carian semua informasi produk 
dalam negeri sangat mudah untuk 
diakses. Dalam kaitannya dengan 
tertib pengadaan barang/jasa Pe  -
merintah, dengan menggunakan 
pro   duk dalam negeri yang memiliki 
nilai TKDN dan BMP paling sedikit 
40% yang informasinya bisa diakses 
melalui website TKDN Kementerian 
Perindustrian tersebut, maka artinya 
Lembaga Pemerintah bersangkutan 
sudah memenuhi kepatuhan ter  -
hadap regulasi P3DN yang berlaku, 
selain tentunya turut mendukung 
terwujudnya industri nasional yang 
mandiri, berdaya saing, dan maju.

Sumber:
•	 http://www.bpkp.go.id/berita/

readunit/3/29882/5/Webinar-
A k s e l e r a s i - P 3 D N - d a l a m -
Rangka-Pemulihan-Ekonomi-
Nasional-PEN

•	 Arwanto.	 2021.	 https://psat.bppt.
go.id/berita/telusur-bppt-p3dn

•	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	
29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri

•	 Daftar	 Inventarisasi	 Barang/Jasa	
Produksi Dalam Negeri, P3DN, 
http://tkdn.kemenperin.go.id/

Gambar 4. 
Nilai TKDN (kiri) dan Nilai BMP (kanan)

Gambar 3. 
Daftar Inventarisasi Barang/ Produk Dalam Negeri
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yang mengajak seluruh elemen masyarakat mencintai 
produk dalam negeri sekaligus berusaha meningkatkan 
penggunaannya. Pemerintah Indonesia memang sejak 
tiga dekade silam sudah sangat concern dalam memaju-
 kan produk dalam negeri melalui program P3DN, apalagi 
di era saat ini dimana semakin terbukanya Indonesia dan 
berbagai negara di dunia dengan perdagangan bebas. 
Jika tidak dilakukan tindakan antisipasi, maka akan sangat 
disayangkan Indonesia hanya sebagai pasar saja, padahal 
produk dalam negeri semakin bertumbuh dan kompetitif.

Di tengah gempuran dengan diberlakukannya per-
dagangan bebas, seperti ASEAN China Free Trade 
Agreement yang telah diberlakukan mulai 1 Januari 2010 
atau perdagangan bebas Asia Tenggara yang acap dise-
 but Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berla-
  ku mulai berlaku 1 Januari 2015, jika tidak pandai-pandai, 
impor produk dari Cina atau negara Asean lainnya bisa 
membanjiri Indonesia. Indonesia mes  ti pandai dan banyak 
akal agar produk Indonesia sebaliknya bisa mendominasi 
pasar di Tiongkok atau negara ASEAN lainnya. Namun 

PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN 
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM 
MENGANTISIPASI PERDAGANGAN BEBAS 

DI INDONESIA

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi trending 
topic diperbincangkan publik –tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI),  bahkan 
Warga Negara Asing (WNA) termasuk para utusan negara-negara sahabat– tatkala 

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat membuka rapat kerja nasional 
Kementerian Perdagangan di bulan Maret tahun 2021 yang lalu.

Oleh : Ir. Nicodemus Daud, M.Si.   
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Rezza Munawir, ST, MT, MMG 
JFT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

BERITA
TERKINI
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demikian, meskipun produk impor 
dari Tiongkok dan negara-negara 
ASEAN bebas melenggang masuk 
ke Indonesia, bukan berarti produk 
itu dapat melenggang seenaknya, 
sebab ada hambatan non tarif (non 
tariff barrier) yang mesti dilalui. Nah, 
hambatan non tarif inilah yang men -
jadi jurus andalan semua negara 
untuk membendung banjirnya pro -
duk impor. Di Indonesia, diantara 
strategi hambatan non tarif tersebut 
adalah pengutamaan produk dalam 
negeri dalam program peningkatan 
penggunaan produksi dalam negeri 
(P3DN).

P3DN sejatinya bukan kebijakan yang 
baru bagi Indonesia, namun pada 
ke   nyataannya masih banyak pihak 
yang belum memahami program 
ini dengan baik. Kebijakan P3DN 
sudah mulai dicanangkan sejak 
tahun 1983 dengan adanya Menteri 
Muda Urusan P3DN dan digelarnya 
“Pameran Produk Indonesia (PPI)” 
pertama kali, pada tahun 1984, ber  -
dasarkan Instruksi Presiden No       mor 
7 Tahun 1984. Di era saat ini, Pe  -
merintah Pusat melalui Pasal 73 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 
Industri, membentuk Tim Nasional 
Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN) yang dite -
tap    kan dengan Keputusan Pre   si -
 den Nomor 24 Tahun 2018 yang 
diketuai Kementerian Koor  dinator 
Kemaritiman dan Investasi dengan 
wakil ketua Kementerian Per  ekono  -
mian, ketua harian Kemen terian 
Per  industrian, dan Kementerian 
Pe                       kerjaan Umum dan Perumahan 
Rak      yat (PUPR) menjadi salah satu 
anggota. Selanjutnya di setiap Ke   -
menterian/Lembaga dibentuk pula 
Tim P3DN Kementerian/Lembaga 
yang terdiri dari lintas unit organisa-
  si. Harapannya, Pemerintah Pusat 
berperan penting menjadi barisan 
paling depan dalam mempopuler -
 kan sekaligus mengimplementasikan 
pro    gram P3DN. 

Strategi mendorong peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri 
juga dilakukan melalui pengadaan 

barang/jasa Pemerintah. Setidaknya 
belanja APBN dan total APBD Tahun 
2021 ditetapkan sebesar lebih dari 
2000 Triliun, sehingga belanja Pe  -
merintah Pusat dan Daerah ter se  -
 but terhadap produk dalam negeri 
akan sangat signifikan. Berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten-
tang Pengadaan Barang/Jasa Pe  me -
rintah, dimana pada Pasal 66 ayat 
(1) disebutkan bahwa Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah wajib 
meng  gunakan produk dalam ne -
geri, termasuk rancang bangun 
dan perekayasaan nasional, ayat 
(2) Kewajiban penggunaan produk 
da  lam negeri dilakukan apabila ter -
dapat produk dalam negeri yang 
memiliki penjumlahan nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
ditambah nilai Bobot Manfaat Per -
usahaan (BMP) paling sedikit 40% 
(empat puluh persen); ayat (3) Nilai 
TKDN dan BMP mengacu pada daftar 
inventarisasi barang/jasa pro   duksi 
dalam negeri yang di  terbitkan oleh 
kementerian yang menye  leng  ga ra -
 kan urusan peme  rintahan di bidang 

per  industrian; dan ayat (4) Kewajiban 
penggunaan produk da            lam negeri 
dilakukan pada tahap Pe     rencanaan 
Pengadaan, Per  siapan Pe        ngadaan, 
atau Pemilihan Penyedia. 

Berkaitan dengan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi, penggunaan produk 
da           lam negeri diatur dalam Pasal 17 
bah wa kegiatan usaha Jasa Konstruk  -
  si didukung dengan usaha rantai 
pa    sok sumber daya konstruksi yang 
diutamakan berasal dari produksi 
dalam negeri. Kemudian, di dalam 
Pa        sal 25 Peraturan Pemerintah No      mor 
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pe   -
laksanaan Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2017 disebutkan sumber 
daya konstruksi mengutamakan pro  -
duk lokal, unggulan, dan ramah ling -
kungan yang terdiri atas: sumber 
daya material, sumber daya peralatan, 
sumber daya teknologi, dan sumber 
daya manusia. Untuk mengawal se   -
kaligus mewujudkan amanat ini, 
Kementerian PUPR melalui Per -
aturan Menteri PUPR Nomor 13 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian PUPR mem -
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berikan mandat kepada Direktorat 
Kelembagaan dan Sumber Daya 
Kons truksi, Direktorat Jenderal Bina 
Konstruksi, untuk melaksanakan pe  -
rumusan kebijakan, penyusunan 
pro                   duk pengaturan, pembinaan pe -
ne  rapan dan pengawasan dalam 
pe    nge lolaan material, peralatan, 
tek                  nologi dan Tingkat Kandungan 
Da               lam Negeri konstruksi (TKDN).

Pada tahun 2021, untuk menjalan           kan 
amanat Undang-undang Nomor 11 
tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta 
Per   aturan Pemerintah (PP) tentang 
Pe     rubahan atas Peraturan Pemerin -
 tah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten  -
tang Jasa Konstruksi, Direktorat 

Ke     lem   bagaan dan Sumber Daya 
Kons       truksi telah berhasil menyusun 
regulasi dalam rangka mencatat 
sum  ber daya material dan peralatan 
konstruksi. Peraturan Menteri PUPR 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pen  -
catatan Sumber Daya Material dan 
Peralatan Konstruksi (SDMPK) me  -
rupakan pencatatan SDMPK yang 
dilakukan melalui aplikasi SIMPK 
(mpk.binakonstruksi.pu.go.id) dalam 
rangka memastikan bahwa di   an-
taranya material konstruksi yang 
di     gunakan dalam pekerjaan kons     -
truksi harus mengoptimalkan peng-
gunaan produk dalam negeri yang 
dibuktikan dengan kepemilikan ser -
tifikat TKDN yang diterbitkan Ke -
menterian Perindustrian. 

Hal terpenting lainnya adalah, Di -
rektorat Kelembagaan dan Sum  -
ber Daya Konstruksi mendapat 
man                dat dari Direktur Jenderal Bina 
Konstruksi untuk mengawal ke  -
bijakan Menteri PUPR Basuki Ha  -
dimuljono terkait Surat Menteri 
PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 pe  -
rihal Penggunaan Produk Dalam 
Negeri pada Pengadaan Barang/
Jasa di Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. Ke  -
bi  jakan ini mengatur bahwa pe    lak -
sanaan pengadaan barang/jasa di 
Kementerian PUPR harus meng    -
gunakan material/bahan pro           duk 
da    lam negeri atau yang dipro   duksi 
di dalam negeri, serta penggunaan 
ma  terial/bahan non produk dalam 
negeri (impor) dapat digunakan 
dengan ketentuan harus men  da  -
patkan persetujuan dari Pe    jabat 
Pim    pinan Tinggi Madya. Dalam per         -
jalanan pelaksanaan kebijakan ter       -
sebut, Menteri PUPR meminta Di   -
rektorat Jenderal Bina Konstruksi 
turut melibatkan Kementerian Per  -
industrian, asosiasi serta per   usahaan 
penyedia barang terkait, untuk me  -
mastikan ketersediaan produknya 
di dalam negeri. Terbitnya kebijakan 
ini tentunya sangat mengantisipasi 
sekaligus mengendalikan belanja 
APBN di Kementerian PUPR untuk 
pe nga      daan barang non produk 
da      lam negeri (impor).
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Pengaturan bahwa mengenai TKA juga telah me -
ngalami perkembangan, terutama dengan telah di -
terbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
ten  tang Cipta Kerja, TKA telah mendapatkan kemudahan 
untuk bekerja di Indonesia, tetapi bukan berarti tidak ada 
batasan bagi TKA. Keberadaan TKA dibutuhkan untuk 
me  ningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui 
kemudahan investasi asing. Tujuannya untuk menunjang 
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja 
serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah 
penggunaan tenaga kerja asing (TKA) terus mengalami 

pe  nurunan dalam tiga tahun terakhir. Hingga Mei 2021, 
tercatat sebanyak 92.058 TKA, sementara pada tahun 
2020 sebanyak 93.374 TKA dan pada tahun 2019 terdapat 
sebanyak 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia. Sektor 
jasa konstruksi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang 
masih menggunakan tenaga kerja asing (TKA) terutama 
untuk pemenuhan akan kompetensi tenaga ahli. Tenaga 
kerja asing yang dilibatkan dalam pembangunan in -
frastruktur pun harus memiliki kualitas dan keahlian 
tingkat tinggi. Pelibatan tenaga asing ini dilakukan karena 
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja konstruksi 
terutama tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus. 
Salah satu contoh pelibatan tenaga kerja asing adalah 

Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Asing 
Di Indonesia Pada Sektor Konstruksi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia merupakan salah satu hal yang 
harus diperhatikan oleh pelaku usaha termasuk di sektor konstruksi. 

 Oleh : Kimron Manik, Brawijaya, Niken Dwi Pramesti
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pada pengerjaan proyek-proyek in  -
frastruktur ber  teknologi tinggi se  -
perti pengerjaan proyek Moda Raya 
Terpadu atau MRT. Selain itu, peng  -
gunaan TKA ini merupakan pa   ket 
investasi dalam pelaksanaan pro -
yek strategis pemerintah seperti 
pekerjaan kereta cepat Jakarta-
Ban         dung yang investornya berasal 
dari Cina sehingga sumber daya 
pembangunan baik teknologi, ma   -
terial, maupun tenaga ahli yang 
digunakan harus dipastikan sesuai 
dengan standar yang dimiliki oleh 
investor tersebut. Untuk itu, sebagai 
salah satu rule of thumb investasi, 
pemerintah meminta investor agar 
bisa melatih dan mendidik tenaga 
kerja lokal serta melakukan transfer 
teknologi.

Dalam pembangunan infrastruktur, 
peran tenaga ahli asing banyak di  li-
batkan dalam konsultan perencana 
maupun konsultan pengawas. Ba  -
nyak desain dan penggunaan tek -
nologi tinggi dalam pelaksanaan 
pem   bangunan memerlukan dukung -
  an dari tenaga ahli asing. Sebagai 
contoh desain jembatan suramadu 
yang menggunakan teknologi cable 
stayed yaitu sistem penopang jem  -
ba    tan yang menggunakan kabel baja 

yang tidak memakai sistem jem   batan 
gantung. Pembangunan jem     batan 
Su   ramadu juga melibatkan beberapa 
pe     neliti dan konsultan asing, teruta -
  ma karena konstruksinya yang berada 
di atas laut dan juga tiupan angin 
yang kencang sehingga hasilnya 
jembatan ini mampu menahan 
gem          pa hingga 7 skala richter. Contoh 
lain    nya adalah pembangunan Kereta 
Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Paket 
pe   kerjaan KCJB merupakan salah sa   tu 
Pro    yek Strategis Nasional (PSN), yang 
dibangun melalui kerja sama antara 
Indonesia dan Cina. Paket pekerjaan 
ini telah berhasil membangun 
struk  tur layang bertipe continuous 
beam yang merupakan konstruksi 
ter panjang pada pekerjaan KCJB 
dengan tingkat kesulitan tinggi. 
Rang kaian jembatan sepanjang 2,7 
kilometer tersebut dikonstruksikan 
melintasi jembatan cable-stayed 
Grand Wisata yang melintang di 
atas akses ramp Jalan Tol Jakarta-
Cikampek. Adapun jarak vertikal 
antara bagian bawah box girder ke 
jembatan cable-stayed Grand Wisata 
hanya terpaut 4.47 meter. Untuk 
itu, dibutuhkan ketelitian dan sin-
kronisasi desain yang tepat untuk 
memastikan keamanan dan kualitas 
pekerjaan di titik tersebut. Struktur 

layang continuous beam ini nantinya 
dilalui transporter dan launcher beam 
yang merupakan teknologi baru di 
Indonesia dalam mendistribusikan 
dan menginstalasi box girder. (sum-
ber: kompas.com)

Sementara itu, sebagai contoh peng -
gunaan tenaga kerja asing dalam 
proses pengawasan pembangunan 
infrastruktur dapat terlihat pada 
paket pekerjaan LRT Jabodebek 
yang berasal dari Singapura dan Je -
pang. LRT Jabodebek akan menjadi 
LRT pertama dengan sistem tanpa 
pengemudi di Indonesia.  

Pekerjaan ini memiliki tantangan 
tek nis signifikan yang membutuh -
 kan keahlian dan inovasi mendalam. 
Mi   salnya, konstruksi Jembatan 
Leng                 kung LRT Jabodebek yang me -
rupakan bagian dari proyek tersebut 
dirancang berdiameter 148 meter 
dengan radius 115 meter. Oleh kare         na 
itu, dalam pengerjaannya dilakukan 
dengan mengadopsi teknik isolasi 
seismik, termasuk lead rubber bearing 
(LRB) dengan perangkat penjepit 
dan sistem peringatan gempa dini. 
Teknologi ini adalah teknologi yang 
belum pernah ada sebelumnya untuk 
proyek perkeretaapian di Indonesia 

(Foto	:	instagram	@adhikaryaid)
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dan jarang terlihat di seluruh dunia. 
(sumber: kompas.com)

Di sisi lain, selain pelaksanaan pem-
bangunan infrastruktur yang bera  sal 
dari dana investor asing, pengguna-
  an tenaga ahli asing dilakukan ter  -
hadap masuknya inovasi teknologi 
konstruksi termutakhir. Sebagai con -
toh teknologi trenchless atau pem -
bangunan tanpa galian bisa mem    -
percepat konstruksi bawah ta    nah. 
Trenchless merupakan tek no    logi 
horizontal directional drill (HDD) yang 
dapat melaksanakan pemba     ngunan 
tanpa galian sehingga mam      pu mem-
percepat konstruksi ba       wah tanah. 
Tek nologi ini mengin   tegrasikan tek-
nologi digital jasa konstruksi yang 
dipergunakan untuk memasang in -
fra    struktur ba   wah tanah tan pa meng   -
ganggu ba    ngunan atau ben      tang 
alam yang ada di atas  nya. Dengan 
teknologi HDD ini proyek konstruksi 
bawah tanah di daerah perkotaan tak 
perlu lagi meng    ungsikan penduduk 
atau mem   bebaskan lahan. Selain 
itu, dengan teknologi HDD ini hanya 
memakan waktu pengerjaan 50% 
dari total waktu pengerjaan yang 
meng        gunakan teknologi open trench 
atau galian. Adapun beberapa paket 
pekerjaan yang sudah menerapkan 
teknologi ini yaitu pembangunan 
ben    dungan Jatigede, Tol Cisumda -
  wu, sudetan Kali Ciliwung ke Banjir 
Kanal Timur, Denpasar Sewerage De           -
velopment Project. Penggunaan tek      -
nologi trenchless telah secara lang     -
sung memberikan banyak man  faat 
dan kemudahan di bidang in       fra -
struktur serta mendukung pro     gram 
pemerintahan yang me   mak               si                     mal kan 
teknologi terbaru un   tuk pemba                     -
ngunan kota yang le      bih baik. 
(sumber: financedetik.com)

Dalam hal keselamatan konstruksi, 
tidak menutup kemungkinan ada   nya 
penggunaan tenaga ahli asing  untuk 
dapat menjadi ahli keselamatan 
konstruksi pada pekerjaan yang me  -
miliki risiko besar dan teknologi 
tinggi. Selain menjaga keselamatan 
keteknikan, keselamatan dan ke se    -
hatan kerja, keselamatan publik 
dan lingkungan, ahli keselamatan 

konstruksi yang berasal dari tenaga 
asing dapat turut mengawasi me  -
tode penggunaan peralatan yang 
berteknologi tinggi sehingga dapat 
memastikan keamanan pelaksanaan 
metode pekerjaan dengan teknologi 
tinggi serta menjaga mutu hasil 
peng   gunaan teknologi tersebut. 

Sementara itu, kebutuhan akan kom -
petensi tenaga ahli yang masih ja rang 
dimiliki oleh tenaga lokal meliputi 
Ahli Teknik Jalan Elevated, Ahli Tek-
nik Jembatan Panjang dengan 
ben   tang lebih dari 400 meter, Ahli 
Geoteknik Bangunan lebih dari 30 
meter di bawah tanah, Ahli Teknik 
Terowongan, Ahli Teknik Jalan Rel 
Elevated, Ahli Teknik Pembongkaran 
Bangunan. (sumber: CNBC Indo -
ne sia). Selanjutnya, kebutuhan kom      -
petensi urgensi lainnya adalah fo  -
rensic engineer yang masih sangat 
jarang di Indonesia. Forensic engineer 
bertugas melakukan investigasi ter    -
hadap penyebab terjadinya ke   ga     ga -
 lan bangunan baik secara struk  tu-
 ral maupun fungsional. Kompeten         si 
forensic engineer yang dimiliki oleh 
tenaga kerja lokal masihlah sangat 
terbatas sehingga masih di   perlukan 
tenaga ahli asing untuk dapat me  -
lakukan transfer knowledge ter  ha   dap 
tenaga kerja lokal.

Dengan adanya fenomena ma  -
suk    nya tenaga kerja asing, ini me  -
rupakan momentum yang harus 
di   manfaatkan menjadi peluang 

da        lam melakukan alih pengetahuan 
dan inovasi teknologi dalam pem  -
bangunan infrastruktur. Hal ini se  -
kaligus menjadi tantangan bagi pe  -
merintah dalam meningkatkan da   ya 
saing tenaga kerja lokal dengan 
me   ningkatkan kompetensi teknis, 
manajerial maupun kemampuan 
ba   hasa asing, serta meningkatkan 
kua   litas sistem sertifikasi tenaga 
ker    ja agar memiliki kompetensi 
yang dapat bersaing dengan tenaga 
kerja asing. Perkembangan ini harus 
dapat dijadikan sebagai potensi 
dan motivasi dalam menciptakan 
ide-ide atau karya yang inovatif oleh 
anak negeri demi mewujudkan ke  -
man  dirian bangsa. Alih teknologi 
di harapkan dapat memicu anak ne  -
geri untuk melakukan inovasi tek -
nologi yang tepat guna, efektif, murah 
dan ramah lingkungan juga dido  rong 
guna menciptakan nilai tambah dan 
pem     bangunan berkelanjutan se hing    -
  ga manfaat infrastruktur dapat di     ra -
sakan generasi mendatang.

Akhir kata mari kita sikapi masuknya 
tenaga asing sebagai sesuatu hal 
yang positif, mengambil manfaat 
yang baik seperti transfer teknologi, 
transfer kompetensi yang lebih 
tinggi, dan yang tidak kalah pen -
ting adalah transfer budaya ber  -
keselamatan yang dimiliki oleh para 
TKA yang cenderung memiliki bu  -
daya berkeselamatan dan etos kerja 
yang cenderung baik.
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Pembangunan Infrastruktur dan Multiplier Effects-nya
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, 
pembangunan infrastruktur merupakan salah satu stra-
tegi utama untuk mewujudkan visi “Indonesia Maju”, 
disamping pengembangan sumber daya manusia, pe  -
nyederhanaan peraturan, penyederhanaan birokrasi dan 
transformasi ekonomi. Tak terkecuali di tengah kondi si 
pandemi COvID-19 seperti saat ini yang menghambat 
pertumbuhan ekonomi baik skala global maupun na   sio -
 nal, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu 
sektor utama yang diharapkan dapat menjadi pe    ngungkit 
pemulihan ekonomi nasional.

Kita pasti masih mengingat fakta bahwa pada tahun 2020 
lalu ekonomi Indonesia menyusut drastis untuk pertama 
kalinya sejak tahun 1998, dikarenakan adanya pande  mi 
COvID-19. Perekonomian nasional kita mengalami kon -
traksi dalam di angka -5,32% pada kuartal II/2020. Per -
tumbuhan sektor konstruksi juga mengalami kontraksi 
menjadi -5,39% akibat adanya beberapa kebijakan 
terkait pengendalian penyebaran COvID-19 yang sangat 
berdampak pada penyelenggaraan jasa konstruksi di 
lapangan. 

MENGGAGAS PENGEMBANGAN 
INDUSTRI KONSTRUKSI DI TENGAH PANDEMI

Oleh:  Eka Prasetyawati 
Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, 
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 
di masa pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah me -
netapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Salah satu upaya untuk mengimplementasikan prog    ram 
ini adalah dengan mempercepat belanja pemerintah, ter -
masuk di dalamnya adalah belanja untuk pembangunan 
infrastruktur. Multiplier effect pembangunan infrastruktur 
diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor-
sektor lain, sehingga menjadi daya ungkit bagi percepatan 
Pemulihan Ekonomi Nasional.

Overview Paket Pekerjaan Kementerian PUPR
Keseriusan pemerintah pada sektor ini dapat dilihat pada 
alokasi belanja infrastruktur yang diamanatkan kepada 
Kementerian PUPR. Sebagai gambaran, saat ini, per 
tanggal 1 September 2021, Kementerian PUPR memiliki 
5.359 paket pekerjaan, senilai Rp. 106,05 T. Alokasi belanja 
infrastruktur Kementerian PUPR di Tahun 2021 ini, pada 6 
sektor prioritas, yaitu: 
a. Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumut, 

dan NTT, sebagai lumbung pangan baru di luar Pulau 
Jawa dan menjadi cadangan strategis pangan dalam 
negeri. 
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b. Pengembangan Kawasan 
Industri, antara lain KI Terpadu 
Batang (Jateng) dengan 
membangun simpang susun, 
pembangunan embung air baku, 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM), Instalasi Pe   ngolahan 
Air Limbah (IPAL) dan jaringan 
perpipaan, Tempat Pemrosesan 
Sampah Terpadu (TPST) dan 10 
tower ru sun bagi pekerja.

c. Pengembangan 5 Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas, 
yakni Danau Toba, Borobudur, 
Mandalika, Labuan Bajo dan 
Ma  nado-Likupang sejak 2019-
2021 dengan melakukan pe  na -
taan kawasan, jalan, ba  ngunan 
pengendalian banjir, penyediaan 
air baku dan air bersih, pe  nge -
lolaan sampah, sanitasi, dan per -
baikan hunian penduduk.

d. Penyelesaian Proyek Stra-
tegis Nasional, antara lain: 
pembangunan 48 bendungan, 
406 km jalan tol, 25.000 Ha 
daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 
9.705 unit rumah susun, serta 
rehabilitasi sekolah/perguruan 
ting  gi/gedung olahraga dan lain-
lain. 

e. Program Padat Karya Tunai 
(PKT), yang dimaksudkan 
se bagai jaring pengaman sosial 
melalui pembangunan infra struk-
 tur yang melibatkan lang  sung 
masyarakat/warga se  tempat se -
bagai pelaku pem bangunan, 
khu  susnya infra struktur berskala 
kecil atau pekerjaan sederhana 
yang tidak membutuhkan tek -
nologi.

f. Dan yang terakhir adalah 
penugasan khusus terkait 
penanganan RS Darurat 
COVID-19 dan tempat isolasi 
sebanyak 33 lokasi yang tersebar 
beberapa wilayah di Indonesia, 
sehingga menambah kapasitas 
sebanyak 2.811 bed rumah sakit 
dan 5.989 bed isolasi.

Kondisi Rantai Pasok sumber daya 
konstruksi Nasional
Dukungan rantai pasok sumber 
daya konstruksi, mulai sumber daya 
manusia (man); bahan material 

(material); peralatan (machine); me  -
tode kerja (methode) sampai pem -
biayaan (money), mutlak di  perlukan 
untuk memenuhi ke  butuhan pem -
bangunan infra struktur yang sangat 
besar tersebut. Saat ini, kinerja rantai 
pasok industri konstruksi di Indonesia 
masih menemui berbagai tantangan 
diantaranya adalah supply-demand 
yang belum berimbang di semua 
daerah, pemanfaatan teknologi 
dan inovasi yang masih rendah, 
tun tutan akan mutu sumber daya 
konstruksi yang semakin meningkat, 
kompleksitas industri konstruksi 
yang melibatkan banyak pemangku 
ke pentingan, serta pembinaan rantai 
pasok yang masih terfragmentasi di 
berbagai instansi. 

Untuk lebih memahami tantangan 
yang sedang kita hadapi, mari kita 
coba analisa bersama.

Pertama, dari sisi tenaga kerja. 
Indonesia masih kekurangan tenaga 
kerja konstruksi bersertifikat. Data 
BPS menunjukkan bahwa, dari 
to  tal 8 juta tenaga kerja konstruksi 
(TKK) di Indonesia pada tahun 2020, 
yang bersertifikat hanya 778.472. 
Ini artinya hanya sekitar 9,65% 
saja tenaga kerja konstruksi yang 
dinyatakan kompeten (karena ser ti-
fikat kompetensi merupakan buk ti 
pengakuan akan kompetensi se   seo -
rang). Namun, pertanyaan lain nya 
adalah, bagaimana dengan sisanya? 
Apa  kah mereka tidak kompeten 
dan tidak boleh bekerja? Siapa yang 
akan menyelesaikan seluruh target 
pembangunan yang ada? 

Kedua, terkait material dan 
peralatan konstruksi (MPK). 
Ketersediaan MPK ini bisa dikatakan 
masih terbilang beragam, baik dari 
sisi jenis maupun dari sisi jumlah 
atau ketersediaannya. Sementara 
ini, keberadaan MPK masih ter -
sentralisasi di Pulau Jawa dan 
Sumatera. Kondisi ini menyebabkan 
fluktuasi harga MPK yang sulit untuk 
dikontrol, terutama untuk paket-
pa  ket pekerjaan di luar Jawa dan 
Sumatera. Jika memang seperti itu 
kondisinya, apakah penilaian terkait 

kemampuan menyediakan MPK pada 
proses tender sudah dapat menjamin 
keberadaan dan kualitasnya pada 
saat tahap konstruksi nanti? Nah, 
hal tersebut merupakan tantangan 
yang berbeda lagi. Selain itu, utilisasi 
industri MPK dalam negeri juga dinilai 
masih rendah. Hal ini salah satunya 
disebabkan karena banyaknya pro-
duk impor yang masuk dengan harga 
yang lebih kompetitif.

Ketiga, mengenai pembiayaan. Kita 
ketahui bersama bahwa pem ba -
ngunan infrastruktur mem bu tuh-
 kan anggaran yang tidak sedikit. 
Selama ini, pembiayaan infrastruktur 
bertumpu pada anggaran APBN/
APBD yang jumlahnya sangat 
terbatas untuk memenuhi seluruh 
kebutuhan. Dibutuhkan alternatif 
pem  biayaan diluar APBN/APBD 
untuk dapat mencapai target pem -
ba    ngunan infrastruktur.

Keempat, tentang penggunaan 
metode konstruksi. Sebagai in -
formasi, tidak kurang dari 80% 
Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 
nasional kita berada pada kua -
lifikasi menengah. Dimana pe   ngua -
saan akan inovasi dan tek  nologi 
konstruksi terkini dinilai ma  sih 
rendah. Pelaksanaan metode kerja 
masih mengandalkan cara-cara 
yang konvesional, penggunaan 
di       gi      talisasi dan teknologi “ke  ki -
nian” masih berada pada level “di  -
ketahui” saja. Kondisi ini sangat 
berkontribusi terhadap in-efisiensi 
dalam pelaksanaan pekerjaan ser  ta 
risiko dalam pencapaian mu  tu pro -
duk konstruksi yang diha  silkan. 
Kemudian, bagaimana dengan pe  -
ningkatan produktifitas? Kons  truk-
  si berkelanjutan? Atau kita masih 
pada level berharap pekerjaan sele -
 sai tepat mutu, biaya, waktu sesuai 
kontrak saja? 

Perkuatan Rantai Pasok Sumber 
Daya Konstruksi 
Mau tidak mau, sukar ataupun 
mudah, Pemerintah selalu berusaha 
untuk mendorong pengembangan 
industri konstruksi nasional. Hal ini 
dikarenakan, rantai pasok sumber 
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daya konstruksi yang baik akan 
men  dorong efisiensi, efektivitas 
dan kelancaran pembangunan in   -
fra         struktur sehingga target pem -
bangunan akan dengan mudah ter-
capai. Seperti yang disampaikan 
se   belumnya, bahwa pengembangan 
industri konstruksi nasional me  -
ru  pakan salah satu strategi untuk 
mencapai target pembangunan in -
frastruktur. 

Salah satu upaya penguatan indus-
 tri konstruksi dalam negeri adalah 
me  lalui peningkatan Penggunaan 
Pro     duk Dalam Negeri. Sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo, proyek infra -
struktur dan perumahan tidak boleh 
lagi menggunakan produk impor, 
semuanya harus menggunakan pro        -
duk produksi dalam negeri. Hal ini 
dikarenakan, penggunaan pro  duk 
lokal akan mempunyai mul tiplier 
effect yang besar terhadap per -
ekonomian dan industri nasional. 
Tidak hanya akan menghemat peng -
gunaan devisa, penggunaan produk 
lokal akan menggerakkan industri 
manufaktur sehingga mam     pu mem    -
perluas lapangan kerja dan me   ngu -
rangi tekanan terhadap pe   ng ang -
guran.

Beberapa produk infrastruktur Ke -
menterian PUPR yang diperoleh 
dari UKM antara lain sprinkler besar, 
tandon air, panel RISHA, dan karet 
untuk campuran aspal. Selain itu, 
be    berapa kebijakan Kementerian 
PUPR dalam program ini adalah 
dengan diterbitkannya Surat Men -
teri PUPR pada 30 Desember 2021 
yang ditujukan pada seluruh jajaran 
in ternal di Kementerian PUPR me  -
ngenai instruksi terkait pe   lak  sanaan 
PBJ yang harus meng  gunakan ma  -
terial/bahan produk dalam negeri, 
khu susnya untuk bahan baku baja, 
besi, semen, aspal dan lain-lain.

Selain itu, dukungan terhadap peng       -
gunaan material ramah ling  kung-
  an juga terus digalakkan untuk 
men   dukung implementasi kons  -
truk     si berkelanjutan. Tidak hanya 
meningkatkan penggunaan ma  te -
rial dasar dan olahan yang ramah 

lingkungan saja, optimalisasi ma  -
te rial berbasis modular (material 
based product) dinilai dapat men  -
dukung terlaksananya konstruk  si 
ber         kelanjutan. Dimana pem       ba  ngu-
 nan infrastruktur di    mak                  sud kan untuk 
me  menuhi ke bu          tuhan ge  nerasi masa 
kini tanpa mengor  bankan generasi 
masa depan dalam memenuhi ke   bu -
tuhannya mendatang.

Yang terakhir, terkait perkuatan ma  -
terial dan material konstruksi ada -
lah tentang pentingnya pen  ca   -
tatan Sumber Daya Material dan 
Peralatan Konstruksi (SDMPK). Hal 
ini sesuai dengan amanat Peraturan 
Menteri PUPR No.7/2021 tentang 
Pencatatan Sumber Daya Material 
dan Peralatan Konstruksi. Tujuan dari 
pencatatan SDMPK ini adalah untuk 
menyiapkan pangkalan data SDMPK, 
me minimalkan ketidakpastian infor -
masi terkait ketersediaan SDMPK, 
serta mendukung peme  nuhan Stan -
 dar Keamanan, Kesehatan, Kese  la -
matan, dan Keberlanjutan (K4) yang 
merupakan amanah dari UU No. 
2/2017 tentang jasa Konstruksi.

Untuk solusi pembiayaan, saat ini 
Kementerian PUPR terus mendorong 
inovasi dalam pembiayaan pem -
bangunan infrastruktur, salah satu  -
 nya dengan skema Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha 
(KPBU) serta peningkatan jumlah in   -
vestasi infrastruktur. Beberapa upa     ya 
penyempurnaan kebijakan te    lah di  -
la    kukan, baik itu terkait pe   nye       der   -
hanaan prosedur tahapan KPBU 
mau   pun dukungan investasi un   tuk 
jalan tol. 

Dari sisi pemenuhan kebutuhan 
akan tenaga kerja konstruksi yang 
kom    peten, beberapa upaya telah 
dilakukan Kementerian PUPR. Di   an -
ta         ranya adalah kerjasama dengan 
du                  nia pendidikan, baik untuk link and 

match maupun penyelenggaraan 
program pendidikan super spesialis. 
Percepatan sertifikasi tenaga kerja 
konstruksi juga dilakukan dengan 
memperluas, mempercepat dan me  -
modernisasi layanan sertifikasi. Selain 
itu, penguatan kelembagaan LPJK 
melalui akreditasi asosiasi profesi, 
dan LSP dilakukan untuk meres  pon 
tantangan pemenuhan SDM kons -
truksi, baik dari sisi kuantitas maupun 
kualitas.

Untuk meningkatkan efektifitas, efi -
siensi, keselamatan konstruksi ser   ta, 
produktivitas pekerjaan, beberapa 
spesifikasi teknis di Kementerian 
PUPR telah mengakomodir inovasi 
serta teknologi terkini dalam pe  -
laksanaan pekerjaan konstruksi, 
sa         lah satunya adalah penerapan 
Buil   ding Information Modelling (BIM) 
dan manajemen aset. Penerapan 
tek  nologi ini tidak hanya akan me  -
ningkatkan efisiensi dan jaminan 
kualitas pekerjaan saja, namun akan 
memenuhi tingkat layanan ba   ngu     -
 nan konstruksi sesuai dengan ke   bu -
tuhan saat ini dan kebutuhan pada 
saat yang akan datang dengan biaya 
dan risiko terkecil. Jadi, bisa dikatakan 
bahwa “we surely built for the future”. 

Pembangunan Infrastruktur untuk 
Indonesia Maju
Saat ini Pemerintah masih sedang 
berkonsentrasi menangani masalah 
pandemi COvID-19, namun perhatian 
terhadap agenda besar menuju In  -
donesia Maju tidak berkurang sama 
sekali. Termasuk diantaranya ada  lah 
penyelesaian pembangunan infra -
struktur yang memurahkan lo   gistik, 
membangun dari pinggiran dan 
mempersatukan Indonesia, terus di     -
upayakan. visi Indonesia Maju un         tuk 
infrastruktur ini hanya dapat dicapai 
dengan upaya yang terstruktur, sis  -
tematis dan berkelanjutan. Un    tuk 
mewujudkan hal tersebut, per    lu 
ada   nya dukungan dari semua sta -
keholder jasa konstruksi, tidak ter -
kecuali stakeholder dalam industri 
ran   tai pasok sumber daya konstruksi. 

Industri konstruksi tumbuh untuk 
Indonesia Maju. 
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dengan segala efeknya pandemi telah merubah 
pa radigma, tatanan, kebiasaan, dan memperlambat 
per     tumbuhan pada segala sisi. Berbagai kebijakan 
di arahkan sebagai upaya melepaskan diri dari jeratan 
pan  demi. Namun demikian, agenda besar pembangunan 
pun tidak kurang perhatian. Dalam pidato kenegaraan 
tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo 
kembali mengingatkan kita bahwa pembangunan 

SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Selain itu pe  -
nye   lesaian infrastruktur dalam rangka mempermudah, 
mempermurah, serta menghubungkan antar wilayah 
sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi terus di  -
upayakan.

Tampak dari optimisme pemerintah dalam menetapkan 
alokasi anggaran, target pembangunan, dan masifnya 

Lifting Engineering, 
Proyeksi Kini dan Nanti

Oleh:  Patmasari Anggaraningsih
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Satu setengah tahun sudah kita bergelut dengan pandemi. 
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jumlah pembangunan, sektor infra-
struktur masih menjadi sek tor utama 
saat ini. Infrastruktur konektivitas, 
termasuk jalan tol, menjadi target 
yang harus segera diselesaikan. 
Terbaru, Presiden Joko Widodo telah 
meresmikan tol Kelapa Gading-
Pu lo Gebang untuk mendukung Ka -
wasan Ekonomi Khu  sus Marunda. 
Ke  butuhan dan ting  ginya mobilitas 
yang diiringi ke ter      batasan lahan 
terjawab dengan pem   bangunan 
secara elevated. Saat ini banyak kita 
jumpai infrastruktur dengan kons-
truksi layang / elevated, misal Tol 
Jakarta – Cikampek II, Ruas Tol Dalam 
Kota, Pembangunan Kereta Cepat 
Jakarta - Bandung, Pembangunan 
LRT Jakarta – Bogor- Depok - Bekasi, 
dan proyek elevated lainnya. 

Pelaksanaan pembangunan kons-
truk  si layang / elevated ini selain me  -
nelan biaya yang cukup tinggi juga 
dinilai cukup rumit dan kompleks. 
Hal ini dikarenakan memiliki ling-
 kup kerja yang cukup luas dan 
memiliki risiko yang cukup tinggi. 
Target pelaksanaan pembangunan 
konstruksi yang cukup tinggi ini 
harus dipenuhi dengan tepat bia  ya, 
tepat mutu, dan tepat waktu. Ten -
tunya untuk mencapai target ini, 
diperlukan penggunaan teknologi 
dan peralatan konstruksi. Dalam pe -
laksanaannya, pembangunan kons  -
truksi secara elevated ini tidak ter -
lepas dari pemanfaatan teknologi 
khususnya teknologi angkat angkut 
baik secara horisontal maupun ver  -
tikal. Hal ini merupakan faktor pen -
ting di dalam proyek, terutama 

proyek-proyek konstruksi dengan 
ska  la yang besar sebagai upaya 
me ning    katkan produktivitas proyek 
kons  truksi. Penggunaan teknologi 
be  rupa alat angkat angkut sudah 
men  jadi teknologi yang sering kita 
jumpai dalam metode pelaksanaan 
konstruksi ini, seperti mobile crane, 
truck mounted crane, crawler crane, 
all terrain crane yang berfungsi se  -
bagai alat pengangkutan vertikal, 
serta launcher gantry yang berfungsi 
sebagai alat pengangkutan hori son-
 tal, dan beberapa alat lainnya. 

Pemanfaatan teknologi pada proyek 
konstruksi khususnya pada konstruk -
  si layang / elevated memiliki risiko 
yang tinggi. Beberapa risiko yang bisa 
terjadi di lapangan yaitu terjadinya 
kecelakaan kerja baik karena faktor 
kondisi lingkungan, kondisi alat, 
faktor sumber daya manusia, dan 
sis        tem manajemen penyelenggara. 
Ter       jadinya kecelakaan kerja tidak 
hanya dapat menimbulkan kerugian 
material tetapi juga immaterial, mi  -
salnya menimbulkan korban luka 
dan korban jiwa. Dalam hal ini, sek -
tor konstruksi menyumbang 32% 
ke    celakaan kerja di Indonesia, di 
atas sektor manufaktur, transportasi, 
per                 tambangan, dan kehutanan. Ber       -
dasarkan histori 3 (tiga) tahun ke   -
belakang, kecelakaan konstruksi 
ter         jadi pada pelaksanaan proyek 
kons         truksi layang, seperti jatuhnya 
ro           bohnya pier-head pada Tol Bekasi 
– Cawang – Kampung Melayu 
(Becakayu), launcing girder pada pro -
yek Double-Double Track, jatuhnya 
crane pada proyek jalan tol Bogor 

Outer Ring Road, dan beberapa pro-
yek elevated lainnya. Mayoritas ke -
celakaan konstruksi terjadi pada sa at 
pelaksanaan pengangkatan, pe            ma -
sangan, dan pengoperasian alat be rat 
kons truksi. Berdasar kajian dari Ko -
mi      te Keselamatan Konstruksi, pe nye           -
 bab utama kecelakaan konstruk -
  si adalah kelalaian manusia atau 
human error yang mana ini di  sebab  -
 kan oleh minimnya kom petensi 
pe       ker   ja konstruksi. Sementara itu, 
jum   lah pekerja konstruksi yang me -
mi  liki keahlian khusus dalam bidang 
kons  truksi layang dan bidang lifting 
engineering juga masih sangat ter-
batas. Dari 692.981 tenaga kerja 
konstruksi bersertifikat, tenaga kerja 
dengan keahlian khusus baik ahli 
maupun terampil dengan spesialisasi 
lifting atau pengangkatan dan pe -
masangan masih sangat kurang.

Maraknya pekerjaan konstruksi 
da                   lam rangka memenuhi kebutuh          an 
mo                   bilitas serta tumbuhnya industri 
per          alatan konstruksi dibayang-ba -
ya     ngi oleh tingginya angka ke    ce -
lakaan konstruksi. Kedepan, pe ker      -
jaan konstruksi akan semakin ba   nyak 
dan pemanfaatan teknologi se  -
makin berkembang. Disatu sisi kita 
dihadapkan pada tuntutan ze  ro 
accident pada setiap pekerjaan kons     -
truksi. Akar permasalahan yang ber -
sum  ber dari kurangnya kesa   daran dan 
kompetensi tenaga kerja konstruksi 
harus dijawab dengan pemenuhan 
sumber daya ma   nusia konstruksi 
yang kompeten dan terlatih. De mi   -
kian halnya dengan upaya pe   me -
rintah dalam mengimbangi ma  -
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raknya proyek konstruksi adalah 
dengan mencetak tenaga kerja yang 
terlatih pada spesialisasi bidang 
lift ing engineering sehingga dapat 
men              dukung pengoperasian alat se  -
cara tepat dan akurat.

Tentunya dalam upaya memenuhi 
tuntutan tersebut, pemerintah be -
kerja sama dengan para pemangku 
kepentingan untuk melakukan pe   la -
tihan dan menyiapkan standar kom -
petensi bagi tenaga kerja di bidang 
pengangkatan dan pe   ma  sangan. 
Se          o   rang lifting engineer per     lu me  -
miliki kompetensi dalam pekerjaan 
persiapan pengoperasian peralatan, 
menyusun rencana pengoperasian 
peralatan, melakukan kajian dan pe  -
ngen dalian terhadap risiko yang 
mungkin terjadi, melakukan pe ng-
a         wasan terhadap proses pe ng     ang  -
katan dan pemasangan be      ban, 
dan melakukan evaluasi ki   nerja pe         -

laksanaan pekerjaan pe    ng ang  kat  an 
dan pemasangan. Kom  peten   si ini di -
tuangkan dalam sebuah standar yang 
dapat dijadikan acuan dalam rangka 
mencetak tenaga kerja de   ngan spe-
sialisasi lifting engineering. 

Saat ini Direktorat Jenderal Bina 
Kons truksi sedang mempersiapkan 
ke   butuhan terhadap tenaga kerja 
kons       truksi bidang pengangkatan dan 
pemasangan dalam mendukung pe  -
laksanaan pekerjaan konstruksi la  -
yang. Beberapa standar kompetensi 
baik untuk jenjang ahli maupun te -
rampil sedang disusun. Selain itu 
saat ini juga sedang dipersiapkan 
sarana dan prasarana untuk mem -
fasilitasi pelatihan pada bidang ini. 
Harapannya, dengan adanya stan -
 dar dan sarana prasarana yang me  -
madai, kegiatan pelatihan dapat 
di     lak  sanakan dan pemenuhan ke  -
bu     tuhan terhadap tenaga kerja ter  -

penuhi. Lebih daripada itu, tenaga 
kerja konstruksi yang kita latih dapat 
ikut berperan dalam pembangunan 
infrastruktur nasional dan diakui di 
tingkat internasional.

Kedepannya, penyiapan tenaga ker               ja 
di bidang lifting engineering ini 
ma        sih akan terus digiatkan un        tuk 
mendukung pekerjaan kons   truksi 
kita. Banyak jabatan kerja yang ter -
libat dan berperan dalam pe   kerjaan 
ini seperti rigger, helper, ope    ra       tor 
crane, operator launching girder, 
lift ing supervisor, dan lain-lain. Masih 
banyak hal yang perlu kita perkuat 
dan kita kembangkan. Peningkatan 
kompetensi tenaga ker ja dibidang 
lifting ini tidak lagi se buah opsi. 
Akan tetapi, ini sudah menjadi se -
buah kebutuhan untuk men      jawab 
tantangan konstruksi ma                 sa kini dan 
masa mendatang. 
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Potensi terjadinya kecelakaan da                  pat 
dimulai dari tahap perencanaan-
perancangan-pemilihan konstruksi 
hing   ga penyelesaian pekerjaan. Me    -
lihat tingginya dampak yang ditim  -
bulkan dari kecelakaan di proyek 
kons    truksi, maka aspek keselamatan 
harus menjadi perhatian utama bagi 
semua pihak. Pemerintah dituntut 
ha    rus membangun infrastruktur 
le           bih banyak, lebih cepat, lebih ber  -
kua      litas, dengan selamat, tidak ada 
ke    rusakan, tidak ada kesalahan, dan 
tidak ada kecelakaan.

Munculnya Sistem Manajemen Ke   -
se   lamatan Konstruksi (SMKK) dida    -
sarkan pada banyaknya ke    jadian 
kecelakaan konstruksi. Total ke     ce  -
lakaan konstruksi yang terjadi pada 
kurun waktu tahun 2018 hingga 
September 2021 sebanyak 40 kasus 
kecelakaan konstruksi yang tercatat 
di Komite Keselamatan Konstruksi. 
Melihat tingginya dampak yang di   -
timbulkan dari kecelakaan di proyek 
konstruksi, maka aspek keselamat  -
  an harus menjadi perhatian utama 
bagi semua pihak. Penerapan SMKK 

pada tahapan pelaksanaan pe    ker   -
jaan konstruksi dilakukan de    ngan 
melaksanakan Dokumen SMKK, 
yang meliputi Rancangan Ke      sela          -
mat    an Konstruksi (RKK), Renca  -
  na Mutu Pekerjaan Konstruksi 
(RMPK); Program Mutu; Rencana 
Kerja Pengelolaan dan Pemantauan 
Ling    kungan (RKPPL); dan Rencana 
Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan 
(RMLLP). Pelaksanaan Dokumen 
SMKK harus disesuaikan dengan 
ling                     kup pekerjaan dan kondisi di la   -
pa    ngan. RKK, RMPK/Program Mutu, 

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 
KESELAMATAN KONSTRUKSI 

DALAM TAHAP KONSTRUKSI SESUAI 
KETENTUAN DALAM 

PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 
TAHUN 2021

Oleh : Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, 

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian 
manusia, melainkan dapat disebabkan oleh kesalahan perencanaan/perancangan, 

kesalahan metode pelaksanaan, ketidaklaikan fungsi peralatan, penggunaan material 
berbahaya, penanganan material yang tidak tepat dan banyak hal lainnya. 
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RKPPL dan RMLLP dapat diperbaharui 
apabila terjadi:
1. Perubahan instruksi kerja, pro-

sedur kerja, termasuk peru bahan 
organisasi;

2. Perubahan pekerjaan atau pe -
kerjaan baru serta perubahan 
lingkup pekerjaan pada kontrak, 
termasuk pekerjaan tambah/
kurang; dan

3. Kecelakaan Konstruksi yang me  -
ngakibatkan kehilangan harta 
benda, waktu kerja, kematian, 
cacat tetap dan/atau kerusakan 
lingkungan.

Penyesuaian RKK, RMPK, Program 
Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus men-
dapatkan persetujuan dari Penggu  -
  na Jasa. Pada tahap pelaksanaan 
konstruksi, seluruh dokumen SMKK 
ha      rus diperiksa bersama antara Peng-
guna Jasa dan Penyedia Jasa dengan 
ketentuan sebagai berikut:
1. RKK yang berupa RKK Pe   lak -

sanaan, RMPK, RKPPL, dan 
RMLLP disampaikan oleh Kon  -
trak   tor Pelaksana untuk di   pe -
riksa, dibahas, atau direviu oleh 
Konsultan Pengawas atau Direksi 
Teknis atau Pengguna Jasa, 

dan disetujui oleh Konsultan 
Manajemen Konstruksi dan/atau 
Pengguna Jasa dan Penyedia 
Jasa pada saat rapat per  sia   pan 
pelaksanaan pekerjaan kons -
truk  si.

2. Program Mutu dan RKK yang 
berupa RKK Pengawasan dan/
atau RKK Manajemen Penye  leng -
garaan Konstruksi disam  paikan 
oleh Konsultan Pengawas atau 
Konsultan MK harus diperiksa, 
dibahas bersama Kontraktor Pe  -
laksana dan dapat di reviu oleh 
Pengguna Jasa, serta disetujui 
bersama pada saat rapat per -
siapan pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, dan menjadi bagian 
dari Dokumen Kontrak.

Penyedia Jasa harus menerapkan 
Ana    lisis Keselamatan Konstruksi (AKK) 
atau Construction Safety Analysis (CSA) 
untuk pekerjaan yang mempunyai 
tingkat risiko besar dan/atau sedang 
dan pekerjaan bersifat khusus sesuai 
dengan metode kerja Konstruksi 
yang terdapat dalam RKK. Apa saja 
yang termasuk dalam pekerjaan 
bersifat khusus? Pekerjaan bersifat 
khusus yaitu pekerjaan panas/me  -

nimbulkan percikan api; pekerjaan 
pengangkatan; pekerjaan di ruang 
terbatas; pekerjaan menyelam; pe  -
kerjaan di malam hari; pekerjaan 
di ketinggian lebih dari 1,80 meter; 
pekerjaan menggunakan perancah; 
pekerjaan dengan menggunakan 
radiography; pekerjaan bertegangan 
listrik; dan pekerjaan penggalian atau 
kedalaman.

AKK disusun oleh UKK (Tim HSE) 
Bersama dengan Tim Teknik/
Engineer Kontraktor Pelaksana ser  ta 
Konsultan Pengawas secara ber -
sama, yang diselaraskan dengan 
metode kerja, design to construct, 
dan analisis keteknikan, serta pe  -
ngen  dalian risiko secara ter  integrasi 
berupa: pengendalian teknis; pe  -
ngendalian manajemen; dan pe  -
ngen     dalian manusia. Apabila terjadi 
perubahan metode kerja, situasi, 
pengamanan, dan sumber daya 
ma  nusia, AKK yang telah disusun 
harus ditinjau kembali oleh Ahli 
K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan 
Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang 
membidangi Keselamatan Kons -
truksi. Hasil peninjauan kembali 
harus mendapatkan persetujuan 

Gambar 1. 
Ketentuan SMKK dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi 

(Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 10/2021)

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
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Pengawasan dan Evaluasi Kinerja penerapan SMKK, 
bulanan oleh pengguna jasa

Peningkatan kinerja sesuai hasi; evaluasi
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PELAKSANAAN 
KONSTRUKSI

Dokumen SMKK

Penyesuaian Dokumen SMKK berdasar perubahan lingkup 
dan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan

a)  Rancangan Konseptual 
SMKK Perancangan

b)  RKK pelaksanaan, RKK MK, 
RKK Pengawasan;

c) Rencana Mutu Pekerjaan 
kontruksi (RMPK);

d) Program Mutu;
e) RKPPL;
f) RMLLP;

a)  Gambar Kerja
b)  Rencana Metode 
 Pelaksaan Kerja (Work 

Methode Statement)
c) Analisis Keselamatan 

Konstruksi (AKK) dan
d) Rencana Inspeksi dan 

Pengujian (ITP)

OK

OK
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dari Pengguna Jasa dan ahli teknik 
sesuai bidangnya yang ditunjuk 
oleh Kontraktor Pelaksana. Rencana 
metode pelaksanaan kerja, AKK, serta 
rencana pemeriksaan dan pengujian 
(inspection and test plan) menjadi 
lampiran pada saat mengajukan izin 
kerja.

Dalam tahap konstruksi, pene  ra -
 pan SMKK tidak hanya menjadi 
tanggung jawab dari Kontrak tor 
Pelaksana. Konsultan Penga was 
dan/atau Konsultan MK me nyu-
 sun RKK Pengawasan yang diin teg -
rasikan dengan RKK Pelaksanaan 
sebagai alat (tools) dalam me   lak  -
sanakan pengawasan yang le      bih 
teknis, termasuk apabila ter  jadi ke  -
tidaknormalan pada saat pe lak  sana -
  an pekerjaan. Konsultan Pengawas 
dapat melakukan fungsi pengawas -
  an berlapis dan koor  dinasi bersama 
berbagai pihak yang terkait sebelum 
dan selama pekerjaan berlangsung 
dengan memperhatikan semua 
as     pek teknis dan non-teknis untuk 
mewujudkan nilai-nilai keselamatan 
dalam pelaksanaan pekerjaan. Se  -
lanjutnya, Penyedia Jasa Pelaksana 
Konstruksi melaporkan pelaksanaan 
RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, 
dan RMLLP kepada Pengguna Jasa 

sesuai dengan kemajuan pekerjaan. 
Laporan yang disampaikan dapat 
berupa laporan harian, mingguan, 
bulanan, dan akhir. Laporan di  -
lengkapi dengan dokumentasi foto 
dan/atau audio visual. Sementara, 
Pengguna jasa bertanggungjawab 
melakukan pengawasan pelaksanaan 
RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, 
dan RMLLP, serta mengevaluasi ki  -
nerja penerapan SMKK yang di   lak -
sanakan oleh Penyedia Jasa. Da     lam 
melakukan pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, 
dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat 
dibantu oleh ahli K3 Konstruksi, ahli 
Keselamatan Konstruksi, tenaga 
ah    li yang membidangi Keselamat     an 
Kons  truksi dan/atau petugas Kese -
lamatan Konstruksi. Berdasarkan 
hasil pengawasan pelaksanaan RKK, 
RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan 
RMLLP dan laporan penerapan SMKK, 
Pengguna Jasa melaksanakan eva -
luasi kinerja penerapan SMKK setiap 
bulan. Evaluasi yang dilakukan untuk 
menjamin kesesuaian dan keefektifan 
pelaksanaan dan penerapan RKK, 
RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan 
RMLLP. Penyedia Jasa pelaksana 
konstruksi harus melaksanakan pe   -
ning   katan kinerja sesuai hasil eva -
luasi kinerja penerapan SMKK. 

Penerapan SMKK pada tahap pe  -
laksanaan konstruksi memegang 
peranan penting terutama untuk 
memitigasi kecelakaan konstruksi 
pada saat proses pelaksanaan, me  -
ngingat banyak kecelakaan terjadi 
pada tahapan ini. Penerapan SMKK 
dilakukan untuk pemenuhan ter -
hadap aspek keselamatan kons  truksi, 
sehingga tujuan SELAMAT UNTUK 
SEMUA dapat tercapai tanpa me -
ngorbankan mutu pekerjaan dan 
keselamatan pekerja. Pada akhirnya, 
konstruksi yang berkeselamatan 
diukur dengan dimensi penyelesaian 
tepat biaya, mutu dan waktu, juga 
ditentukan oleh kinerjanya yang 
mencakup kehandalan (aspek struk  -
 tur), berfungsinya bangunan sesuai 
rencana, dan keselamatan dalam pe  -
laksanaan, serta dapat mem  be  rikan 
manfaat bagi masyarakat. 

Dengan menerapkan SMKK pada 
penyelenggaraan infrastruktur, mari 
kita wujudkan konstruksi yang ber -
keselamatan untuk mendorong pem   -
bangunan infrastruktur yang ber -
kualitas dan demi terciptanya Zero 
Accident, dan terus membangun 
un   tuk mewujudkan Indonesia Tum -
buh, Indonesia Tangguh. 
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KeMenterian PUPR menerbitkan Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Per-
aturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 sebagai upaya 
untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang 
berkeselamatan di Indonesia. Peran seluruh stakeholder 
jasa konstruksi terutama pengguna dan penyedia jasa 
konstruksi, menjadi titik berat dalam penerapan SMKK 
sebagai langkah bersama dalam membangun Budaya 
Berkeselamatan pada setiap pekerjaan konstruksi. Ter-
masuk di dalamnya, seluruh pelaku konstruksi, baik 

konsultansi konstruksi maupun pekerjaan konstruksi, 
hing ga subkontraktor dan vendor.

Sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR 10/2021, 
pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan 
dan keberlanjutan diwujudkan dengan tercapainya 
keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan 
dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan 
keselamatan lingkungan. Hal ini tidak hanya diterapkan 
pada saat pe  laksanaan pekerjaan konstruksi, na mun 

UPAYA PEMBINAAN 
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) 
DALAM SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Oleh : Offie Nurtresnaning Putri, ST, M.Eng

Keselamatan sudah semestinya menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan. Demikian 
pula di kegiatan konstruksi infrastruktur.
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juga pada tahap perencanaan dan 
perancangan pekerjaan kons truksi.

Pembinaan penerapan SMKK dilak-
sanakan melalui fasilitasi, kon sultasi 
serta pendidikan dan pelatihan yang 
telah dilakukan di seluruh Indo -
nesia. Salah satunya dengan ca   ra 
penyelenggaraan Sosialisasi Peratu      -
 ran Menteri PUPR sebagai ama -
nat Peraturan Pemerintah Nomor 
14 tahun 2021, oleh Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian PUPR c.q 
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 
selaku pengampu substansi Permen 
PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang 
Pedoman SMKK. 

Acara Sosialisasi tersebut diseleng-
garakan dengan peserta yang ber -
asal dari Internal PUPR, Organisasi 
Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten, BUMN dan swasta dari 
seluruh Indonesia. Melalui acara 
sosialisasi yang telah dilaksanakan, 
diharapkan dapat memperkuat pe  -
mahaman dan mengembangkan pe  -
luang kerja sama untuk mewu  judkan 

peningkatan penerapan SMKK demi 
mewujudkan keselamatan konstruksi. 

Dalam berbagai bentuk kegiatan 
pembinaan penerapan SMKK, tak 
lepas dari keterlibatan aktif Pejabat 
Fungsional Pembina Jasa Konstruksi. 
Seiring dengan kegiatan tersebut, 
untuk menunjang ketercapaian pe -
nerapan SMKK, Direktorat Jenderal 
Bina Konstruksi sedang menyusun 
NSPK terkait dengan peran, tugas 
dan tanggung jawab dari penyedia 
jasa dan pengguna jasa pada tahap 
perencanaan/ pengkajian, tahap pe  -
rancangan, serta pekerjaan penga -
wasan dan pekerjaan konstruksi itu 
sendiri. 

Para Pejabat Fungsional Pembina 
Jasa Konstruksi juga turut terlibat 
dan berkontribusi secara langsung 
dengan melaksanakan pembinaan 
melalui berbagai kegiatan fasilitasi. 
Termasuk di antaranya, acara so sia  -
lisasi serta berbagai diklat yang di  -
selenggarakan oleh Balai-Balai, ti       dak 
hanya dalam lingkup Direktorat Jen -

deral Bina Konstruksi, namun juga 
di unit organisasi teknis dan Instansi 
daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seiring dengan kebutuhan tenaga ah   li 
keselamatan konstruksi yang kom -
peten, dan sesuai dengan kaidah ke    -
profesian atau keahlian, maka Ja        fung 
Pembina Jasa Konstruksi diharapkan 
turut serta menjadi bagian dari Ahli 
Keselamatan Konstruksi ataupun Pe   -
tugas Keselamatan konstruksi. Ke        -
terlibatan para jafung Pembina Jasa 
Konstruksi dalam pelaksanaan tu   gas 
monitoring dan evaluasi di lapangan 
pekerjaan konstruksi, akan mem  -
perdalam pemahaman perihal koor -
dinasi, perencanaan, pemenuhan 
sum    ber daya, serta pelaksanaan dan 
pelaporan dari sebuah pekerjaan 
konstruksi. Harapannya, hal ini dapat 
turut menunjang dalam mewu  jud -
 kan budaya konstruksi yang ber -
keselamatan.  

Tidak hanya itu, Pejabat Fungsional 
Pembina jasa Konstruksi juga dapat 
berperan di unit pengadaan sebagai 

BERITA
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garda terdepan dalam pelaksanaan 
pemilihan penyedia jasa baik tender 
maupun seleksi. Pada proses ini, 
penerapan SMKK menjadi bagian 
penting yang harus diperhatikan, 
yaitu melalui penetapan tingkat risiko 
dan penyusunan identifikasi bahaya 
serta pengendalian risiko.

Dalam tulisan ini, izinkan penulis 
sedikit mengulas tentang muatan 
substansi dari Permen 10/2021 be -
serta lampirannya.

Dalam Bab Kedua peraturan setelah 
Ketentuan Umum, dijelaskan secara 
detail dokumen SMKK yang harus 
disusun oleh penyedia jasa maupun 
pemilik pekerjaan yang melaksanakan 
secara swakelola. Dokumen tersebut 
merupakan handbook atau panduan 
dalam bekerja, sekaligus menjadi in  -
formasi terdokumentasi yang ten    tu 
selain sebagai catatan/riwayat, juga 
dapat berfungsi sebagai pem be  la -
jaran dalam pelaksanaan peker  jaan 
konstruksi yang sejenis. 

Masih pada Bab Kedua peraturan, di  -
jelaskan perihal penerapan SMKK 
da   lam setiap tahapan pembangunan, 
yaitu mulai dari tahap pemilihan, 

tahap pekerjaan konstruksi hingga 
pada tahap serah terima pekerjaan. 

Tidak terlepas pada pengaturan Bab 
Kedua ini adalah: (i) sublampiran 
C hingga sublampiran H perihal 
Dokumen SMKK, (ii) Sublampiran A 
tugas dan tanggung jawab para pe   -
nyelenggara pekerjaan kons  truk  si 
dan Sublampiran B perihal pen   je -
lasan tahapan pekerjaan dalam Pen   -
jaminan dan Pengendalian Mutu 
Pekerjaan Konstruksi dan (iii) sub -
lampiran I perihal laporan yang di  -
serahterimakan.

Dalam Bab Ketiga peraturan dije -
laskan perihal komponen ke   giatan 
pe   nerapan SMKK, yaitu meliputi kri -
teria risiko keselamatan konstruksi, 
yang dibagi menjadi besar, sedang, 
dan kecil. Klasifikasi kriteria ini 
digunakan untuk menentukan kebu -
tuhan tenaga ahli keselamatan kons -
truksi di lapangan. Tentu ke   bu   tuhan 
tenaga ahli ini akan ber  dampak pada 
struktur organisasi unit keselamatan 
konstruksi dan alur koordinasinya, 
serta biaya penyiapan penerapan 
SMKK.

Tidak terlepas dari pengaturan Bab 
Ketiga ini adalah: (i) sublampiran J, 
yang berisi kriteria penentuan ting-
 kat risiko keselamatan konstruksi, 
yaitu penjelasan skala dari tiap-tiap 
penilaian besaran risiko keselamatan 
konstruksi, kriteria teknologi, serta 
beberapa pekerjaan konstruksi. dan (ii) 
sublampiran K, yang berisi penjelasan 
dan contoh biaya penerapan SMKK. 

Pada Bab Keempat Peraturan ini 
dijelaskan secara singkat perihal 
pem     binaan dan pengawasan, yang 
di   lakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pro  vinsi dan Kabupaten/Kota, yang 
se   cara detailnya dijelaskan dalam 
PP 14 tahun 2021. Penjelasan secara 
terpisah pada PP ini dimaksudkan 
agar lebih tinggi kekuatan hukum 
pelaksanaannya. 

Dengan reformasi birokrasi yang 
mem   perkuat pentingnya peran ser     ta 
pejabat fungsional, diharapkan akan 
meningkatkan kompetensi dan ka   -
pasitas seluruh ASN bidang Jasa 
Konstruksi guna menghasilkan infra -
struktur yang berkualitas. 

BERITA
TERKINI
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KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN FASILITAS 
ISOLASI TERPADU BAGI PEGAWAI YANG 

TERPAPAR VIRUS COVID-19

Kasus COVID-19 mengalami tren peningkatan pada awal Bulan Juni, dimana jumlah 
kasus harian terkonfirmasi dan keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU di Rumah Sakit 

mengalami peningkatan yang signifikan terutama di empat provinsi di Pulau Jawa, 
yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

terKhusus untuk DKI Jakarta, peningkatan kasus 
COvID-19 mencapai 300%, dimana per tanggal 1 Juni 
2021 tercatat sebanyak 519 kasus sementara per tanggal 
12 Juni 2021 tercatat sebanyak 2.455 kasus. Peningkatan 
kasus baru ini turut menyebabkan meningkatnya Bed 
Occupancy Ratio (BOR), terutama di DKI Jakarta yang 
mencapai 68% dan bahkan lebih tinggi daripada BOR 
Nasional yang hanya sebesar 49,64% (sumber:	www.ekon.
go.id).

Dalam upaya mengantisipasi lonjakan kasus COvID-19 
tersebut, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan 
Kementerian PUPR untuk menyiapkan tempat isolasi 
terpadu di Rusun Pasar Rumput dan Pasar Jumat. Selain 
menyiapkan isolasi terpadu pada dua lokasi tersebut, 
Menteri Basuki juga turut mempersiapkan tempat isolasi 

Oleh: Afriandi Pohan, ST, MT, Chairul Salam, ST, MSc, Iras Nurlita Fitriani, S.P.W.K.

terpadu bagi pegawai PUPR yang terpapar COvID-19 
di Gedung Asrama Kantor Bersama Kementerian PUPR 
Citeureup Bogor.
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Gedung Asrama Kantor Bersama 
Kementerian PUPR Citeureup Bogor 
awalnya difungsikan sebagai mess 
bagi peserta dan instruktur/assessor 
ketika dilaksanakan pelatihan oleh 
Bina Konstruksi di lokasi tersebut. 

Gedung asrama dengan kapasitas 80 
kamar ini memiliki fasilitas standar 
berupa dua tempat tidur, tempat 
sampah, meja, kursi, lemari, jemuran, 
Tv dan AC serta fasilitas kamar mandi 
di setiap kamar. Sejalan dengan 
upa   ya untuk mempersiapkan tem -
pat isolasi terpadu yang memadai, 
Kementerian PUPR melengkapi dan 
menambahkan beberapa sarana dan 
prasarana berikut:
1) Setiap kamar dilengkapi dengan 

jaringan internet, Interkom dan 
CCTv. Fasilitas berupa per  leng -
kapan mandi, hand sanitizer, 
dan perlengkapan makan juga 
disediakan dan disesuaikan 
dengan kebutuhan isoter pasien 
COvID-19.

2) Di sepanjang lorong yang bera-
 da di luar kamar disediakan meja 
untuk meletakkan makanan dan 
sampah medis dari masing-ma -
sing kamar.

3) Lobby mess dilengkapi dengan 
sofa, meja dan kursi untuk 
pengukuran tensi dan oksigen 
dalam darah serta dispenser air 
minum.

4) Ruang IGD berada pada ruang 
kantin “Loader”. IGD dileng -
kapi dengan tempat tidur pe  -
rawatan sebanyak 2 buah dan 
menggunakan sprei berbahan 
perlak/kulit sintetis, jaringan 
internet, Tv, Master Interkom dan 
Master Layar CCTv untuk me  -
mantau pasien. Perlengkapan 
kerja yang disediakan berupa 
ruang rapat, sofa dan lemari 
penyimpanan obat dan alat 
medis serta 1 komputer untuk 
administrasi dan 1 perangkat 
zoom. 

5) Kamar operasional sebanyak 6 
ruang yang dimanfaatkan se  -
bagai ruang ganti pakaian pe -
tugas medis, ruang persediaan 
barang operasional dan ruang 
istirahat bagi OB dan satpam.
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6) Kamar untuk istirahat petugas 
me  dis sebanyak 6 ruang beserta 
ruang penyimpanan obat.

7) Plaza berjemur dan gazebo.
8) Posko COvID-19.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 
bekerja sama dengan unor lain dalam 
penyiapan sarana dan prasarana ter -
sebut diantaranya:
1) Direktorat Jenderal Cipta Karya 

yang membantu dalam pe nyia  -
 pan tempat sampah medis, ja -
ringan sanitasi, dan air bersih.

2) Direktorat Jenderal Bina Marga 
yang membantu dalam pe  nyia -
 pan akses jalan.

3) Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air yang membantu dalam pe  -
nyiapan air baku.

4) Direktorat Jenderal Perumahan 
yang membantu dalam pe   nyia -
 pan landscape area taman se -
hingga hijau.

5) Biro Umum yang membantu 
dalam koordinasi dengan pihak 
medis serta menyiapkan ope -
rasional pelaksanaan asrama 
(tempat isoter) nantinya.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) 
3 Jakarta mempersiapkan Gedung 
As   rama Kantor Bersama Kementeri -
  an PUPR Citerueup sejak keluarnya 
Surat Sekretaris Direktorat Jenderal 
Bina Konstruksi pada tanggal 21 Juni 
2021. Persiapan dilakukan secara sek -
sama dan sesegera mungkin agar 
dapat difungsikan dalam waktu dekat 
dikarenakan tingkat kasus COvID-19 
yang terus meningkat tajam pada 
kala itu. 

Pada tanggal 13 Juli 2021, semua 
persiapan Gedung Asrama Kantor 
Bersama Kementerian PUPR Citeu   -
reup Bogor ditinjau langsung 
oleh Bapak Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono. Tidak hanya meninjau 
fasilitas ruang kamar dan IGD, Bapak 
Basuki juga meninjau kesiapan ins-
talasi air baku untuk operasional 
tempat isoter dan plaza berjemur 
serta ketersediaan ruang hijau demi 
kenyamanan pasien COvID-19. Pada 
tanggal tersebut, pelayanan tempat 

isoter COvID-19 Citeureup Bogor se  -
cara resmi dibuka.

Tempat isoter pasien COvID-19 PUPR 
di Citerureup merupakan fasilitas 
yang dipersiapkan sebagai bentuk 
antisipasi apabila jumlah kasus 
COvID-19 terutama di lingkungan 
Kementerian PUPR terus meningkat. 
Namun selama keberjalanan ope-
rasional tempat isoter COvID-19 
Ci      teureup Bogor, jumlah pasien 
COvID-19 di lingkungan Kementeri -
  an PUPR ternyata mengalami pe  -
nurunan yang cukup signifikan. Fa   -
silitas isoter di lokasi Rusun Pasar 

Jumat bahkan mengalami pe   nu  -
runan terus menerus hingga ha  nya 
menyisakan tiga orang pasien per 
tanggal 12 Agustus 2021. Dengan 
melihat kondisi tersebut, pada tang-
 gal 15 Agustus 2021 Gedung As -
rama Kantor Bersama Kementerian 
PUPR Citeureup diinstruksikan untuk 
sementara ditangguhkan fungsinya 
se bagai tempat isoter pasien COvID-
19. Namun dengan catatan untuk 
tidak digunakan sebagai fungsi lain-
 nya agar tempat tersebut tetap sedia 
untuk digunakan apabila di   butuhkan 
kembali sebagai tempat isoter pasien 
COvID-19.
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TINGKATKAN KUALITAS PBJ, 
KEMENTERIAN PUPR DORONG APLIKASI 
PLATFORM DIGITAL: ‘BELA PENGADAAN, 

DIGIPAY, DAN METODE FIFO’

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR telah mereformasi organisasi pengadaan 
jasa konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni 
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/

Jasa (UPTPBJ) yaitu 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang berada di seluruh 
Provinsi Indonesia.

hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
sistem pengadaan jasa konstruksi. 

Perubahan ini merupakan instruksi langsung Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono memberikan arahan agar 
da   lam pelaksanaan PBJ tidak hanya fokus pada pencarian 
harga terendah dalam proses tender namun juga harus 
memperhatikan beberapa faktor, seperti: kualitas, waktu 
pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan, dan 
tingkat layanan yang diperlukan. 

“Target penciptaan nilai/value dari kegiatan pengadaan 
tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pokja Pengadaan 
di Balai P2JK tetapi juga memerlukan kontribusi positif 
dari banyak pihak seperti Pengguna Barang/Jasa, PA/
KPA, PPK, PPHP, bahkan dari Penyedia Barang/Jasa. Hal 
ini membawa fungsi pengadaan barang/jasa sebagai 
layaknya sebuah ekosistem.” Ungkap Direktur Jenderal 
Bina Konstruksi Yudha Mediawan saat membuka kegiatan 
Rapat Koordinasi Persiapan Tender/Seleksi Dini TA 
2022 dan Sosialisasi Digital Payment, Belanja Langsung 

Oleh: Indri Eka Lestari
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Pengadaan, serta Pencatatan Per -
sediaan Menggunakan Metode FIFO, 
Kamis (16/09) di Bandung, Jawa Barat.

Dirjen Bina Konstruksi juga me   nam -
bahkan dalam membangun eko       -
sistem langkah selanjutnya ada      lah 
membangun trust atau ke   per    cayaan. 
Hal ini sangat penting, me    ngingat 
para pihak yang terlibat dalam eko  -
sistem pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Kementerian PUPR 
sangat heterogen. 

Terdapat empat tahapan trust yang 
harus dibangun dalam proses pe  -
ngadaan barang/jasa yaitu: Perta      -
  ma, Individual trust yaitu keper -
cayaan individu yang kredibel ; 
Kedua relationship trust kepercayaan 
da    lam berinteraksi yang kemudian 
akan membangun kepercayaan pa            da 
tahap yang selanjutnya ; Ketiga or  -
ganization trust atau kepercayaan 
da    lam organisasi dalam membangun 

pasar atau reputasi yang akhirnya 
melahirkan tahap berikutnya ; Ke  -
empat yaitu social trust atau ke   -
percayaan publik kepada institusi/
organisasi dalam hal ini Balai P2JK 
Kementerian PUPR. 

Perkembangan teknologi informasi 
dimanfaatkan Pemerintah untuk me  -
lakukan inovasi dalam mem  bangun 
sistem pengadaan digital melalui 
Bela Pengadaan yaitu paltform digital 
yang ditujukan untuk memudahkan 
pelaku UKM masuk menjual pro -
duknya ke pasar pemerintah dengan 
nilai nominal sampai dengan Rp 50 
juta per paket pengadaan/transaksi.

“Hal tersebut merupakan salah satu 
upaya pemerintah dalam mendukung 
UKM agar bangkit dan tumbuh di 
masa pandemi COvID-19. Selain Bela 
Pengadaan, inovasi lainnya yang saat 
ini tengah dikembangkan adalah 
digipay atau digital payment yaitu 

sistem pembayaran digital yang 
bertujuan untuk memudahkan kita 
semua dalam melakukan transaksi 
pembayaran pengadaan barang/
jasa.” Ungkap Yudha Mediawan. 

Kementerian PUPR juga akan me -
ngikuti inovasi dari Kementerian 
Keuangan yang tengah mengem -
bangkan pengelolaan Laporan Ke   -
uang   an khususnya lapo  ran per           se  -
dia      an yang harus diimple men        tasi   kan 
satuan kerja yaitu Apli    kasi Persedia   an 
FIFO. FIFO meru    pakan aplikasi per   -
sediaan dengan perubahan signi -
fi    kan, yaitu peru  bahan metode 
pe                                         ni   laian perse  diaan dari Harga Pe   r -
o   lehan Terakhir (HPT) menjadi First In 
First Out (FIFO).

Seluruh inovasi yang saat ini tengah 
dikembangkan mampu memudah  -
 kan serta mendukung upaya pe  -
merintah dalam melaksanakan pe   -
ngadaan barang/jasa yang efektif, 
efi      sien, dan berkualitas.  (dri/tw)
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